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BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah
Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kedua-duanya, yaitu negeri Kesultanan
Bulungan dan Negeri Kerajaan Tidung merupakan bekas daerah bagian milik dari negara
Berau yang telah melepaskan diri, namun kemudian menjadi daerah perluasan pengaruh
Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau menurut Menurut Hikayat termasuk salah satu
Vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu
kala, ketika Kesultanan Banjar masih bemama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).
Sampai tahun 1850, negeri Bulungan dan negeri Tidung masih diklaim sebagai negeri
bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu [bekas bawahan Brunei]. Namun dalam
tahun 1853, negeri Bulungan dan negeri Tidung sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia
Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeni Bulungan
dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei dan negeri Tidung dibawah kekuasaan menantu
Raja Tidung yang merupakan Pangeran dari Sulu, namun kedua negeri tersebut masih tetap
termasuk dalam mandala negara Berau.

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi ke-34 di Indonesia yang terletak di
bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia
Timur (Negara Bagian Sabah dan Serawak). Pada tanggal 22 April 2013 telah dilantik
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Menteri Dalam Negen Gamawan Fauzi, yaitu
Dr. H Irianto Lambrie MM Pada tanggal 22 Juni 2013 Pj Gubemnur Kalimantan Utara
melantik secara resmi sekitar 200 PNS Pejabat Eselon I, III dan IV yang berasal dari

Pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Provinsi lain.
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OPD tersebut meliputi Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten I, I dan 11t dengan 7
Biro. Untuk Dinas ada 8 (delapan) dan Lembaga Teknis/Badan sebanyak 4 (empat).
Sementara untuk SEKDA Provinsi ditunjuk Asisten [Tl sebagai Plt-nya yaitu Drs H Badrun
M.Si.

Wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi lima (5) wilayah Administrasi, yang
terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Daerah ini memiliki
perbatasan sepanjang 2.004 kilometer yang selama ini tidak terpantau Pemerintah Provinsi
Kaltim. Perbatasan darat Kaltara sangat potensial untuk pengembangan Perkebunan, dan
perbatasan laut dapat menjadi tempat beroperasi Armada Kapal Tkan, sekaligus menjaga
kedaulatan di kawasan Ambalat, sebagaimana Malaysia membangun ekowisata di Sipadan
dan Ligitan untuk membuktikan pertuanan atas wilayah tersebut. Wilayah terluar perairan
Kaltara mencakup Pulau Sebatik, Mercusuar Karang Unarang di Ambalat, Pulau Maratua,
Pulau Sambit, dan Pulau Lingian.

Suku Bangsa terdin dari Suku Bulungan, Suku Tidung, Suku Dayak dan Suku
Banjar. Sementara untuk Agama meliputi apama Islam, Kristen Protestan, Katholik,
Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Sedangkan Bahasa yang digunakan antara lain, Bahasa
Indonesia, Bahasa Bulungan, Bahasa Tidung, Bahasa Dayak dan Bahasa Banjar. Rumah
adat yang merupakan ciri khas di Provinsi Kalimantan Utara adalah Rumah Adat Baloy.
Sedangkan senjata khas adalah Mandau.

Jumlah kecamatan yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Utara adalah sekitar
47 (empat puluh tujuh) kecamatan. Jumiah populasi setiap daerah/wilayah administrasi

tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.1. Jumlah Populasi Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi

Kalimantan Utara
No. Kabupaten/Kota Populasi 1bukota
1. | Kota Tarakan 239.973 Tarakan
2. | Kabupaten Nunukan 140.567 Nunukan
3. | Kabupaten Bulungan 226.322 Tanjung Selor
4, | Kabupaten Malinau - 62.460 Malinau
5. | Kabupaten Tana Tidung 22.841 Tideng Pale

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, secara keseluruhan jumtah penduduk provinsi
Kalimantan Utara adalah mencapai 738.163 jiwa dengan kepadatan 10/km? (26/sq mi) dan
luas wilayah provinsi kalimantan wutara mencapai 72.567.49 km? (28,018.46 mil?)

1. Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari svatu wilayah untuk
mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakteristik fisik mempengaruhi pola
dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng
dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi
topografi di suatu daerah. Hampir setengah dan total luasan wilayah provinsi ini
memiliki kelas ketinggian antara 500-1.000 m di atas permukaan laut (38,77%), hanya
sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut.
Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang
memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Provinsi
Kalimantan Utara dapat dijadikan kawasan lindung dan recharge area (dacrah resapan
air). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bulungan berada pada ketinggian 100-500 m

di atas permukaan laut (31,61%). Kabupaten Malinau dan Nunukan didominasi oleh
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wilayah yang berada di kelas ketinggian 500-1.000 m di atas permukaan laut, yaitu
masing-masing 58,46% dan 24,12%. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh
wilayah dengan ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil
yang memiliki ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (0,01%). Kota Tarakan
didominasi olch kelas ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut (72,41%), sementara
sisanya (27,59%) berada pada ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut (Kalimantan
Utara Dalam Angka, bps.go.id, diakses pada September 2018).
2. Kondisi Klimatologi
Kondisi klimatologi Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah
lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, terlebih letak provinsi ini berada di utara
lintang 0°. Suhu udara maksimal terjadi pada bulan April dan Agustus dengan 34°C
dan minimal terjadi pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September,
Oktober dan Desember yaitu 24°C. Kondisi rata-rata kelembapan udara tahun 2016 di
provinsi ini mencapai angka 83,75 % serta memiliki tekanan udara rata-rata 1.009,83
Mbs. Untuk keadaan kecepatan angin terdapat dalam range yang tidak terlalu
fluktuatif, yaitu 4,16 knot. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dengan
510,1 mm®, sedangkan paling rendah terjadi pada bulan April dengan 98,5 mm®. Rata-
rata penyinaran matahari 55,75 % (Kalimantan Utara dalam Angka, bps.go.id, diakses
pada September 2018).
3. Kondisi Hidrologi
Kondisi hidrologi wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat berupa air
permukaan dan air bawah permukaan (atr tanah). Air permukaan tercermin sebagai
aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai), mata air,
dan air tanah. Kawasan resapan air terletak di daerah pegunungan dan perbukitan

yang terletak di bagian barat, diantaranya terdapat di Kabupaten Malinau, Kabupaten
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Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan, sedangkan kawasan
tangkapan air terletak di bagian timur yang berupa dataran aluvial dan dataran
fluvial. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi Sumber Daya Air (SDA) yang
sangat besar. SDA tersebut terdin dari jurnlah curah hujan di Kalimantan Utara yang
cukup tinggi, sungai-sungai besar, mata air yang banyak, dan rawa yang luas. Potensi
yang besar tersebut banyak dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan dan
membartu kehidupan masyarakat Kalimantan Utara. Namun, karena peran SDA
sanpat besar tersebut juga membuat potensi daya rusak dan pencemaran sangat
mungkin meningkat. Sungai merupakan bagian penting dari DAS, sangat berperan
penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.
Sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain adalah Sungai Kayan, Sungai
Sesayap, SunpaiPimping, Sungai Bandan, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai
Linuang Kayan, Sungai Betayau, Sungai Sembakung, Sungat mandul, Sungai
Semandak, Sungai Mintut, Sungai Manguli. Sungai tersebut merupakan media
transportasi air bagi masyarakat. Selain itu, sungai tersebut juga sebagai sumber
mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah ini.

Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah sungai dalam dokumen SLHD tiap
Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 123 sungai dengan sungai
terpanjang vaitu Sungai Pamusian dengan panjang 20.178 km, sungat terpendek
yaitu Sungai Bebakin yang hanya memiliki panjang 1 Km. Untuk kategori sungai
terlebar, Sungai Kayan menjadi yang utama dengan lebarnya yang mencapai 550
km. Sementara Sungai Bebakil menjadi sungai tersempit karena hanya memiliki
lebar 2 m. Walaupun bukan sungai yang terpanjang ataupun terlebar di Kalimantan
Utara, Sungai Naha Aya memiliki debit maksimum yaitu 1.992,52 m?/detik.

Kalimantan Utara hanya memiliki 1 danau yaitu Danau Kelaputan Mangkupadi yang
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terietak di Kabupaten Bulungan seluas 6 ha. Sementars untuk waduk dan embung
semakin bertambah. Pada 2014, Kalimantan Utara memiliki 24 buah waduk dan 10
embung, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 9 buah waduk dan
11 embung. Sedangakan situ tidak terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
Waduk yang terluas dan volume paling besar di Provinsi Kalimantan Kalimantan
Utara yaitu Waduk Irigasi Binusan di Kabupaten Nunukan dengan luas 3,6 ha
danvolume 3000 m®. Sementara itu, Embung Air Baku Bolong di Kabupaten
Nunukan menjadiembung teriuas dan memiliki volume terbesar di provinsi ini. Luas
embung tersebut yaitu 13,44 ha dengan volume 294.500 m°.
4. Jumiah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia
(SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembanpunan, disamping juga sebagai
penerima manfaat pembangunan, Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk
sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan
sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penduduk
berperan sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat
menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi
pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila
memitiki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu
wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator
tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah
penduduk sebingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasititas
pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum, jumlah penduduk

Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2012 sampai 2017 selalu menpalami
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peningkatan, dengan total jumlah penduduk 691.058 jiwa tahun 2017. Jumlah
penduduk terbanyak di Kota Tarakan (253.026 jiwa tahun 2017), sedangkan jumlah
penduduk paling sedikit di Kabupaten Tana Tidung (25.084 jiwa tahun 2017)

(Kalimantan Utara Dalam Angka, bps.go.id, diakses pada September 2018).

B. Gambaran Umum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan

Utara

Dasar Hukum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan

Utara adalah Surat Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K 23/2018

tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Anggota tTim TPID

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas :

1.

2.

10.
11.

12.

Gubernur Kalimantan Utara

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara

. Sekretaris Dacrah Provinsi Kalimantan Utara
. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara

. Kepala BPS Kalimantan Utara

Kepala Biro Perckonomian Sckretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kapolda Provinsi Kalimantan Utara

. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Utara

. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utama
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bagian Industri dan Jasa pada Biro Perekonomian Sekretariat Dacrah Provinsi

Kalimantan Utara
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15.

16.

17.

18.
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Kepala Bagian Samna Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Panwisata pada Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Staf Pelaksana pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara

Peran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian

inflasi daerah adalah merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian

bimbingan serta pengendalian teknis di bidang Sarana Perekonomian, Industri dan Jasa,

serta Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam. Dengan fungsi Biro Perekonomian adalah

sebagai benkut :

1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Perekonomian sesuai dengan Rencana Strategis

yang telah djtetapkan oleh Pemerintah Dacrah;

. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang

pengembangan usaha, BUMD dan lembaga keuangan, sumber daya alam dan tata usaha

biro;

. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang

investasi, potensi daerah dan penanaman modal, pengembangan pariwisata, seni dan

budaya serta pemasaran dan ekonomi kreatif;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas Pokok
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud, Dinas
Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemenntah Daerah;

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhuhungan
darat;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan
udara dan kereta api;

4, Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan
laut dan ASDP;

5. Penyelenggaraan urusan kesekertariatan;

6. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas,

7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara merupakan

salah satu instansi yang terlibat dalam pengendalian inflasi daerah. Dinas Pertanian dan

ketahanan panpan menangani 2 (dua) urusan yakni urusan pertanian dan urusan pangan.

Melalui media ini diharapkan masyakat dapat mengakses informasi yang dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui jaringan internet dan diharapkan
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mampu juga memberikan manfaat kepada masyakat dalam meningkatkan kesejateraan
masyarakat dalam bidang pertanian.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pertanian dan bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubemnur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan
bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana
pertanian;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis prasarana
pertanian;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keschatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian
dan penanggulangan bencana pertanian;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perizinan
usaha pertanian;

7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandinian,
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8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
penyelenggaraan ketahanan pangan; perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis kearnanan pangan;

9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80
Paragar 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan
fungsi sebagai berikut. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian,
urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintzhan bidang koperasi, usaha
kecil dan menegah yang menjadi kewenangan dacrah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan
fungsi :

1. Perumusan kebijakan tcknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah
daerah;

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan
Pembangunan Perindustrian;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan

Industri;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43864.pdf
o4

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem
Informasi Industri;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana
Distribusi Perdagangan;

7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas
Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Pengembangan Ekspor;

9. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi
dan Perlindungan Konsumen;

10, Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

11. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis

12. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Bank Indonesia memiliki visi yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel
dan terbaik di regional melalui penguatan nilainilai strategis yang dimiliki serta pencapaian
inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Dari visi di atas, maka misi Bank Indonesia
adalah
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu

bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber
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pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas
perekonontian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi
terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan
memperhatikan aspek periuasan akses dan kepentingan nasional.

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai-mlai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola
(governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan
Undang-Undang,

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia merupakan nilai-milai yang menjadi dasar

Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang

terdiri atas: Trust and Integrity — Professionalism — Excellence — Public Interest —

Coordination and Teamwork.

Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara beralamat di JI. Mulawarman

No.123, Karang Anyar Pantai, Tarakan Bar., Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia.

Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja TPID dalam rangka Pengendalian Inflasi di
Provinsi Kalimantan Utara

Inflasi Kalimantan Utara pada triwulan II 2018 tercatat meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Inflasi Kalimantan Utara pada triwulan I1 2018 tercatat 3,02% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,18% (yoy). Secara spasial di
wilayah Kalimantan, inflasi Kalimantan Utara pada triwulan II Iebih tinggi dibandingkan
dengan inflasi keseluruhan Kalimantan dan m'erupakan provinsi dengan angka inflasi

paling tinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pernyataan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43864.pdf
56

di atas didasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua TPID sebagai berikut, “Pada
triwulan Il ini Kdltara wmemiliki tingkat inflasi yang paling tinggi di
Kalimantan.....”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 di Kantor
Gubemnur Lantai 3). Tingginya tingkat inflasi di Kalimantan Utara ini diliat dari berbagai
aspek seperti ITHK umum, bahan makanan, makanan dan minuman, rokok dan tembakaui,
perurnahan, listrik, gas dan BBM, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga,
transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Untuk Iebih lanjut mengenai inflasi di
Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabei 4.2 di bawah im.

Tabel 4.2. Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara Sepanjang

Tahun 2016 — 20138

No. Aspek 2016 2017 2018
1 J 1 m v I 11 m | 1Iv 1 |
1. | IHK Umum 471 16,16 | 4,56 4,31 434 1439 13,61 |2,77 |2,18 13,02
2. | Bahan Makanan | 846 | 849 [7.20 6,25 507 17,46 {536 | 225 |2,57 |3,72
3. | Makanan & 1576 | 879 | 8,65 850 (6,99 |3,56 4,04 | 2,71 | 2,65 |2,57
Minuman, Rokok
dan Tembakau
4. | Perumahan, air, | 2,18 {294 } 2,03 1,66 (203 (294 297 1298 {257 |1,75
listrik, gas dan
BBM
5. | Sandang 6,14 19,39 | 9,00 6,91 629 1276 (194 |245 (3,16 |2,83
6. | Keschatan 8,61 19,13 | 8,00 940 |6,62 {571 |600 (327 [2,09 |145
7. | Pendidikan, 4,15 14,30 2,49 2,36 1,86 (2,13 10,57 [0,62 (0,49 | 0,11
Rekreasi dan
Olahraga
8. | Transportasi, 0,11 |3,74 [-2,26 |-1,13 3,75 [ 3,64 { 197 {426 {0,21 | 6,51
Komunikasi dan
Jasa Keuangan

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018

Dan Tabel 4.2 di atas, Inflasi kelompok transpoﬁ komunikasi dan jasa keuangan
merupakan kelompok dengan inflasi dengan peningkatan tertinggi diikuti oleh kelompok
bahan makanan. Secara umum, inflasi di seluruh kelompok tercatat lebih rendah
dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir yang mencerminkan semakin terjaganya inflasi

Kaltara (Error! Reference source not found dan Error! Reference source not und.).
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Adapun inflasi transpor, komunikasi dan jasa kenangan berada di atas rata-rata
tiga tahunnya sehingga perlu menjadi perhatian lebih. Kelompok Transpor, Komunikasi
dan Jasa Keuangan Pada triwulan II 2018, inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan tercatat 5,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar
3,24% (yoy). Adapun komoditas penyurnbang inflasi terbesar adalah angkutan udara yang
memberikan andil inflasi sebesar 0,79% (yoy) akibat dari adanya kenaikan tarif angkutan
udara pada periode berjalan sebagai dampak masuknya momen Lebaran. Data tabel di atas
juga diperkuat dengan pemnyataan salah satu informan ND sebagai berikut “/nflasi di
Kaitara setahu saya dipengaruhi oleh transport, komunikasi dan jasa keuangan ya. Ya
mungkin karena provinsi ini baru, belum ada dukungan sarana dan prasarana disisi
transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Masih susah untuk mendapatkan semuarya”

..... ”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 di Kantor Gubernur Lantai

Angka inflasi di Kalimantan Utara perlu penanganan yang cepat. Kebijaksanaan
pengendalian inflasi di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan
suplai bahan pangan. Meningkatkan suplai bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih
memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor
pertanian pangan. Modemisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan
luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar
tercipta swasembada pangan. Kedua, mengurangi defisit APBD. Mungkin dalam masa
krisis ekonomi mengurangi defisit APBD tidak dapat dilaksanakan, tapi dalam jangka
panjang (setelah krisis berlaiu) perlu dilakukan. Nah, untuk mengurangi defisit anggaran
belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutin, terutama dani sektor
pajak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh SH sebagai berikut “ untuk mengendalikan

inflasi diusahakan dengan meningkatkan suplai pangan di Kalimantan utara dan
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mengurangi defisit APBD.....”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018
di Kantor Gubernur Lantai 3).
Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian mengenai evaluasi kinerja
TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara.
1. Proses Pembentukkan Tim Pengendalian Inflasi Daersh (TPID) Provinsi
Kalimantan Utara
Proses pembentukkan TPID Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada
Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tertanggal 2 April 2013 tentang
“Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, yang meminta sefuruh kepala
dacrah untuk membentuk TPID. TPID memiliki peran dalam mengkoordinasikan
berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Berbagai
rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah
membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait
pengendalian harga.
Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas berbagai instansi
pemerintah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perckonomian Setda
Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) terkait, Bulog,
BUMD, serta pihak terkait lainnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro
Perckonomian, Bapak Us sebagai berikut :
“Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas berbagai
instansi pemerintah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBl), Biro
Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya”
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubemur
Lantai 3).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa TPID Provinsi Kalimantan Utara

beranggotakan beberapa Organisasi Perangkat Dacrah dalam rangka pengendalian
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mengurangi defisit APBD ....."(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018
di Kantor Gubernur Lantai 3).
Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian mengenai evaluasi kinerja
TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara.
1. Proses Pembentukkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
Kalimantan Utara
Proses pembentukkan TPID Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada
Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tertanggal 2 April 2013 tentang
“Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, yang meminta seluruh kepala
daerah untuk membentuk TPID. TPID memiliki peran dalam mengkoordinasikan
berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Berbagai
rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah
membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait
pengendalian harga.
Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdirt atas berbagai instansi
pemerintah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian Setda
Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog,
BUMD, serta pihak terkait lainnya. FHal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro
Perekonomian, Bapak Us sebagai berikut :
“Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas berbagai
instansi pemerimtah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro
Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya”
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubemur
Lantai 3).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa TPID Provinsi Kalimantan Utara

beranggotakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian
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pada akhirmya membumikan manfaat bagi peningkatan kesejahteroan
masyarakat"(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018 di
Kantor Gubernur Lantai 3).

Dan penjelasan di atas, maka TPID memiliki tugas yaitu melakukan evaluasi,
pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi daerah serta
memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong sasaran inflasi nasional kepada
pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Dengan ruang lingkup tugas Tim Pengendali
Inflasi Daerah mencakup pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang
termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting
lainnya yang memiliki bobot dominan dalam sub kelompok barang/jasa.

Berdasarkan dari aspek prosesnya, maka dapat dibagi menjadi 4 (empat) aspek
proses yaitu sebagai berikut :

a. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan TPID Provinsi Kalimantan Utara untuk
mengenali kebutuhan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi. Cara
mengenali kebutuhan ini diwujudkan dengan mengidentifikasi laju pertumbuhan
ekonomi, menyusun agenda dan prioritas pengendalian inflasi daerah yang tepat.
Program-program disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Us sebagai benikut “responsibilitas TPID
dapat divkur dari cara TPID mengenali kebutuhan masyarakat. Cara mengenali
kebutuhan masyarakat yaitu dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi,
menyusun beberapa agenda penyelesaian masalah dan skala prioritas atas
penyelesaian masalah tersebut” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2
November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

Cara TPID Provinsi Kalimantan Utara mengenali kebutuhan masyarakat

adalah dengan mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utam dari
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waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I 2018
tercatat 4,6% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh
sebesar 5,6% (yoy). Meskipun pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara melambat,
namun secara spasial pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara masih berada di atas
rata-rata pertumbuhan ekonomi se-Kalimantan yang tumbuh sebesar 3,3% (yoy).
Sementara itu, capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tersebut berada di
bawah pertumbuhan ¢konomi nasional yang tumbuh 5,3% (yoy) pada triwulan II
2018, Dari angka perfumbuban ekonomi Kalimantan Utara di atas, TPID
memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yaitu dengan menarik beberapa investor. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh
ND sebagai berikut “Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemeriniah
Provinsi Kalimantan Utara berusaha menarik investasi baik dari dalam maupun
luar negeri, memperbaiki pelayanan perizinan dan memperbaiki harga pasar”
{(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubemur
Lantai 3).

TPID Provinsi Kalimantan Utara selama ini juga menyusun beberapa
agenda yang akan dilaksanakan dalam rangka pengendatian inflasi. TPID Provinsi
Kalimantan Utara meoyusun beberapa prioritas kegiatan untuk mengendalikan
inflasi daerah. Agenda dan prioritas kegiatan ini telah dilakukan secara terprogram.
Namun, program tersebut belum lah sepenuhnya mampu menggambarkan
kebutuhan masyarakat. Penjelasan di atas didasarkan pada pemyataan ND sebagai
berikut, “Kami menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka
pengendalian inflasi daerah. Jadwal itu pun atas persetujuan Bapak Sekda dan
Gubernur” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 November 2018 di Kantor

Gubernur Lantai 3).
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Dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dilibat dari aspek
Responsivitasnya, TPID Provinsi Kalimantan Utara telah mmpu menyusun agenda
dan prioritas dalam pengendalian inflasi dacrah. Namun, program tersebut belum
mampu sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat.

b. Pemprosesan informasi

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait dan
bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat
dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber
daya. Informasi adalah pesan (ucapan atau cksprest) atau kumpulan pesan yang
terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dan pesan
atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat
dicatat scbagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang,

Sebagai  pendahuluan, penulis menginformasikan  mengenai
perkembangan inflasi Kalimantan Utara sebagai berikut Secara tahunan, inflasi
Kaltara triwulan IT 2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode triwulan
sebelumnya. Inflasi tahunan Kalimantan Utara tiwulan I 2018 tercatat 3,02%
(yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,18% (yoy).
Meningkatnya tekanan inflasi tahunan Kalimantan Utara triwulan IT 2018 terutama
disecbabkan o¢leh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok transpor,
komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok bahan makanan. Kelompok
transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi, sedangkan
kelompok bahan makanan mengalami inflasi. Sementara itu, kelompok lainnya
mengalami penurunan dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya.

Tarif angkutan udara menjadi komoditas utama penyumbang inflasi

Kaltara pada triwulan II 2018. Angkutan udara tercatat menyumbang andil inflasi
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sebesar 1,58% (yoy). Tingginya andil inflasi komoditas tersebut discbabkan
meningkat tajamnya permintaan tiket mudik menjelang momen Lebaran.
Komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi adalah daging ayam ras yang
mengalami kenaikan harga akibat permintasn pasar yang tinggi dan adanya
permainan harga dari oknum-oknum penjual eceran. Di sisi lain, komoditas
bawang merah menjadi komoditas dengan andil deflasi tertinggi pada triwulan II
2018 sebesar -0,04% (yoy) disebabkan adanya kenaikan pasokan sehubungan
dengan panen raya di dacrah sentra produksi.

Tabel 4.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kalimantan Utara

Triwulan 2018 (yoy)
Andil Inflasi Andil Deflasi

Komoditas yoy | Andil Komoditas yoy | andil
Angkutan udara 58,34 | 1,58 Bawang Mergh -2.38 1-0,04
Bandeng/Bolu 10,78 [ 0,22 Bawang Putih -3,03 [-0,02
Daging Ayam Ras 20,86 [ 0,19 | Air Kemasan -121 10,02
Layang/Benggol 876 |0,13 Cakalang/Sisik -6,35 | -0,01
Kangkung 32,27 {0,12 Apel -1,62 | -0,01
Ketimun 36,62 | 0,06 | Pasta Gigi -2,16 {-0,01
Daging Sapi 878 (0,05 Emas Perhisan -1,16 10,00
Wortel 23,11 | 0,04 Kerang -3,49 |0,00
Sawi Hijau 27,07 10,03 Susu Kental Manis 0,98 {000
Bayam 12,54 10,03 Kentang -0,78 | 0,00

Sumber Data : Laporan Bank Indonesia, 2018
- Komoditas utama penyumpang inflasi selain kelompok di atas disebabkan
pula olch kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan. Komoditas utama

ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.
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Tabel 4.4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Transport,
Komunikasi dan Jasa Keuangan Kaltara Triwulan 1T 2018

(yoy)

Komoditas Inflasi Andil Komoditas Deflasi Andil

Angkutan Udara 2233 0,79° Angkutan 4,21 0,01
Laut

Bahan  Bakar | - - - - -
Rumah Tangga

Bensin - - - - -

Rokok Kretek | - - - - _
Filter

Rokok Kretek - - - - -

Rokok Putih - - - - -

Tarif Parkir - - - - -

Solar - - - - R

Angkutan - - - - -
Sungai

Tarif Air Minum | - - - - -
PAM

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018

Inflasi di Kalimantan Utara juga disebabkan oleh adanya inflasi dari
kelompok bahan makanan. Inflasi kelompok bahan makanan triwulan IT 2018
tercatat 3,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya s¢besar 2,52%
(yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan disebabkan
adanya kenaikan permintaan memasuki momen Lebaran. Komoditas ikan bandeng
memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,48% (yoy) disebabkan naiknya
permintaan atas komoditas tersebut. Peningkatan harga ikan bandeng di Kaltara
tersebut terkonfirmasi dari pergerakan harga dar data Pusat Informasi Harga
Pangan Strategis (PIHPS) yang dipublikasikan Bank Indonesia melalui website
www.bargapangan.id. Di sisi lain, bawang putih dan ikan layang memberikan andil
deflasi tertinggi masing-masing sebesar -0,23% (yoy) dan 0,15% (yoy). Kembali

normalnya pasokan paska berakhirnya musim hujan di Kaltara menjadi penyebab
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peningkatan pasokan komoditas bawang putih di Kaltara selama triwulan IT 2018.
Singkatnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.
Tabel 4.5. Komoditas Utama Penyumnbang Inflasi Kelompok Bahan

Makanan Kaltara Triwulan II 2018 (yoy)

Komoditas Inflasi | Andil | Komoditas Deflasi | andil
Bandeng/Bolu 27,15 {048 Bawang Putih 2491 [-0,23
Bawang Merah 22,15 | 0,28 | Layang/Benggo! -862 1-0,15
Beras 5,27 0,23 Cabai Rawit -11,09 |-0,09
Daging Ayam Ras 1063 | 0,11 Tomat Sayur -17.48 | -0,05
Telor Ayam Ras 10,19 0,08 Pepaya 27,48 {-0,03
Bawal 1461 | 0,05 Buncis -37,08 {-0,03
Cabai Merah 32,17 10,05 Kol Putih/Kubis -20,12 |-0,03
Kangkung 10,80 | 0,05 |{ Terong Panjang 935 |-0,01
Daging Sapi 6,70 0,04 Semangka -7.01 -0,01
Pisang 997 10,03 | Minyak Goreng -1,60 | 0,061

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018

Inflasi kelompok selain bahan makanan serta transpor, komunikasi dan
jasa keuangan tercatat sebesar 1,73% (yoy) pada triwulan IT 2018, relatif meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,69% (yoy) (Error! Reference source
not found.). Naiknya tekanan inflasi kelompok inti didorong oleh komoditas batu
bata yang memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,23% (yoy). Peningkatan
harga batu bata tersebut disebabkan oleh masuknya musim penghujan sehingga
produksi batu bata mengalami penurunan. Selain itu, komoditas labu manis dan
gula pasir memberikan andil deflasi masing-masing sebesar -0,06% dan -0,03%
(voy). Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan permintaan pada komoditas
tersebut sehingga terjadi kenaikan pasokan. Singkatnya dapat dilihat pada Tabel

4.6. di bawah 1.
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Tabel 4.6, Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Lainnya

Kaltara Triwulan I (2018)

Komoditas Inflasi | Andil | Komoditas Deflasi | andil

Batu Bata/Batu Tela | 26,32 | 0,23 Labu -2921 | 0,06
Parang/Manis/Merah

Nasi dengan Lauk 557 10,09 Gula Pasir -362 |-0,03

Upah Pembanty RT 11,34 | 0,07 Susu Rendah Lemak -20.84 | -0.02

Es 8,00 0,05 Air Kemasan 0,99 0,01

Mie 384 (0,04 Sabun Detergen | -3,10 | -0,01
Bubuk/Cair

Ikan Bakar 1631 |0,04 Lada/Merica -27.20 |-0,01

Besi Beton 12,65 |0,04 Pasta gigi -2.92 0,01

Sate 8,38 0,03 Kopi Bubuk 2,19 140,01

Baju Muslim W 7,75 0,03 Pare -1298 | 0,01

Donat 4.89 0,03 Baju kaos tanpa kerah | -9,10 0,01

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018

Inflasi juga dilihat dan Inflasi Bulanan (mtm). Rata-rata inflasi bulanan
Kaltara triwulan II 2018 lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi pada periode
yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata inflasi bulanan Kalimantan Utara triwulan
11 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm), lebih tinggi dibandingkan
triwulan II 2017 tercatat inflasi sebesar 0,89% (mtm). Peningkatan rata-rata inflasi
bulanan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini

Tabel 4.7. Perbandingan Inflasi Kalimantan Utara Triwulan IT 2017 dan

Trivwulan II 2018 (mtm)
Kelompok Barang Triwulan I1 2017 . Triwulan 112018
Apr (Mei| Jun | Rata-{ Apr | Mei | Jun | Rata-

rata rata
Umum / Total 0,27 0,51 [1,89 1089 (029 |0,50 2,7 | L17
Bahan Makanan 0,05 11,17 [249 1,20 1,16 |[-028 |388 |1,59
Makanan dan minuman, rokok dan | 0,62 024 |-001 (028 |0,04 [0,56 0,17 | 0,25
tembakau
Perumabhan, air, listrik, gas dan BB | 0,40 021 [ 123 061 0,08 |091 0,03 [0,34
Sandang 0,34 0,60 | 0,41 045 |-0,25 |-001 |128 {034
Keschatan 0,11 0,26 1032 (023 0,00 {016 0,11 | 0,02
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | 0,32 0,10 |0,00 (0,14 |0,00 0,05 0,00 | 0,02
Transpor, Komunikasi dan Jasa|0,17 0,37 | 6,63 239 10,24 [ 167 12,36 | 4,59

Keuangan

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018
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Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, Inflasi Kalimantan Utara tercatat sebesar
0,29% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi
sebesar -0,03% (mtm). Inflasi Kalimantan Utara berada di bawah level inflasi
Nasional sebesar 0,10% (mtm). Namun, pada triwulan I 2018 ini inflasi Kaltara
disebabkan oleh naiknya harga pada kelompok bahan transpor, komunikasi dan
jasa keuangan. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi 1,16% (mtm),
meningkat dibandingkan periode bulan sebelumnya sebesar 0,25% (mtm). Inflasi
pada kelompok sandang tercatat sebesar -0,25% (mtm) lebih rendah dibandingkan
periode bulan sebelumnya yang tercatat 1,34% (mtm). [nflasi IHK Kaltara Mei
2018 tetap terkendali serta berada dalam tingkat kisaran sasaran inflasi tahun 2018.
Kalimantan Utara tercatat mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), lebih tinggi
dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,29% (mtm).
Inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, pas dan bahan bakar tercatat sebesar
0,91% (mtm) lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya yang tercatat
0,08% (mtm). Kenajkan harga batu bata disinyalir dampak dari kenaikan
permintaan sejalan dengan tren meningkatnya kegiatan pembangunan di Tarakan.
Komoditas lainnya yang menyumbang andil inflasi yaitu nasi dengan lauk dan
donat dengan sumbangan sebesar 0,06% dan 0,03% (mtm). Kelompok bahan
makanan tercatat mengalami deflasi -0,29% (mtm), turun dibandingkan periode
bulan sebelumnya sebesar 1,16% (mtm).

Berdasarkan informasi mengenai inflasi tahunan dan bulanan yang terjadi
di Kalimantan Utara di atas, maka TPID hertugas memproses informasi-informasi
tersebut dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Kalimantan Utara. Hal
ini didasarkan pada pernyataan SH yaitu “TPID itu selalu memproses setiap

informasi inflasi yang ada, informasi ini biasanya berasal dari masyarakat, dari
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Badan Statistik, serta Koran. Semoga informasi itu diproses dan diolah kemudian
ditarik kesimpulan permasalahannya dicarilah solusi” (Wawancara dilaksanakan
pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Pengendalian inflasi diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan,
keterjangkauvan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi. Penjelasan di atas
sebagaimana diungkapkan oleh DS scbagai berikut “Tugas TPID dalam
pengendalian inflasi adalah menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan
harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi menjadi lancar dan aman®
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubernur
Lantai 3). Pemyataan tersebut diperkuat pula oleh US, “dari informasi mengenai
inflasi, TPID harus mampu memberikan solusi agar pasokan tetap tersedia, harga
pasokan terjangka, distribusi pasokan lancar dan komunikasi antar stakeholder
pun lancar. Maka, inflasi pun menjadi terkendali” (Wawancara dilaksanakan pada
tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubemur Lantai 3)

Untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil periu
dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi
gangpuan (shocks) dari sisi penawaran (supply), termasuk terkait gejolak harga
pangan dan harga yang diatur pemerintah. Dan data-data di atas diketahui bahwa
sumber persistensi inflasi Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada sisi
penawaran. Sumber-sumber persistensi inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan
Utara dilihat berdasarkan kelompok komoditi penyusun [HK yang terdiri dari
komponen volatile foods dan administered price. Kelompok kesehatan dipilih
untuk mewakiti komponen administered price dikarenakan pada kelompok ini
lebih didominasi oleh kebutuhan yang harganya ditentukan oleh pemerintah,

seperti tariff BPJS Keschatan dan BPS Ketenagakerjaan yang belakangan menjadi
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program nasional ditambah dengan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan sangat
penting menyebabkan komoditas kelompok kesehatan berada pada kelompok
terbesar sumber persistensi inflasi Provinsi Kalimantan Utara. Disamping itu,
Kelompok terbesar ketiga yaitu Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan
bakar dipilih untuk mewakili komponen administered price dikarenakan pada
kelompok ini lebih didominasi oleh kebutuhan yang harganya ditentukan oleh
pemerintah, seperti tanf dasar listrik, bahan bakar dan air yang seringkali
menyebabkan shock (guncangan) yang begitu dahsyat bagi Perekonomian daerah.

Kelompok bahan makanan merupakan komponen volatile foods karena
pada kelompok ini terdini dari bahan makanan seperti beras, daging, kacang-
kacangan, buah-buahan, bawang dan lain sebagainya yang rentan terhadap
guncangan seperti bencana alam dan gagal panen Volatile foods merupakan
kelompok bahan makanan yang rentan oleh adanya shock atau guncangan. Shock
yang dimaksud dapat berupa gagal panen akibat bencana alam, kekeringan dan
kehanjiran maupun faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik dan
perkemhangan harga komoditas pangan intermasional. Tingkat inflasi Provinsi
Kalimantan Utara banyak di pengaruhi oleh adanya guncangan pada komponen
volatile foods. Antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara juga saling melakukan
kerjasama termasuk dalam melakukan perdagangan hasil pertanian.

Kebutuhan akan bahan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara dipenuhi
oleb pasokan dari daerah-daerah Provinsi Kalimantan Utara sendin. Hal ini
dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah penghasil pertanian
seperti beras, gula, minyak goreng dan sayur, dan buah. Bahkan Provinsi
Kalimantan Utara merupakan salah salah satu provinsi penghasil beberapa

komoditi pertanian di Indonesia, diantaranya komeoditi di suh sektor tanaman
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pangan, perkebunan, dan pertanian. Komoditi tanaman pangan yang terutama
adalah padi (beras), sayur, dan buah.

Dari data-data di atas mengenai inflasi di atas diketahui bahwa kinerja
TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari pemrosesan informasi, TPID Provinsi
Kalimantan Utara adalah telah memproses informasi mengenai perkembanpgan
inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya, dan setiap Kabupaten/Kota di
lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya dengan baik. TPID
Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki dukungan data yang banyak, lengkap,
dan valid baik dari BPS Kalimantan Timur maupun Bank Indonesia Perwakilan
Kalimantan Utara. Namun, informasi yang diperoleh belum mampu membuat
TPID Provinsi Kalimantan Utara membuat keputusan tepat dalam pengendalian
inflasi daerah.

Selain ite, TPID mampu memproses setiap informasi yang diperoleh baik
berasal dari masyarakat maupun dari BPS Kalimantan Timur dan Bank Indonesia
dengan baik, namun TPID Provinsi Kalimantan Utara belum mampu memberikan
informasi kepada masyarakat dengan baik apabila terjadi gejolak perekonomian
seperti tidak pernah melakukan teleconferensi terkait inflasi kepada masyarakat,
memberikan informasi valid kepada masyarakat terkait pengendalian inflasi di
Kalimantan Utara.

c. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang,
kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi
agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Hasil wawancara terkait
komunikasi TPID adalah sebagai berikut “komunikasi TPID dilakukan dengan

melakukan rapat koordinasi TPID tingkat provinsi dua kali setahun”, sebagaimana
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diungkapkan oleh Bapak Us pada wawancara tanggal 3 Desember 2018 di Ruang
Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Utara. Pernyataan ini diperkuat oleh
pernyataan SH sebagai berikut “komunikasi ya melalui rapat koordinasi TPID. Di
rapat itu ada TPID provinsi dan kabupaten, dikumpulkan untuk membahas
permasalahan-permasalahan inflasi di daerah. Bank Indonesia juga diundang.
Kegiatan seperti ini selalu dihadiri bapak gubernur” (Wawancara pada tanggal 4
November 2018 pukul 13.00 di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Provinsi Kalimantan Utara. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan
DS, “TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan
TPID kabupatenkota di wilayah provinsi Kalimantan wtara”(Wawancara
dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubermnur Lantai 3).

Rapat koordinasi ini dihadini oleh TPID Kabupaten/Kota se Kalimantan
Utara, Pernyataan ini scbagaimana dikemukakan oleh Us “Melakukan rapat
koordinasi pada tingkat provinsi dengan mengundang kabupaten
/kota”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubemur
Lantai 3). Pendapat di atas juga diperkuat oleh pendapat SA sebagai berikut “fya,
yaitu melalui rapat koordinasi tingkat provinsi dan monitoring yang dilakukan
TPID provinsi ke kabupater/kota”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 1
Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

TPID menyelenggarakan Rapat Koordinasi Provinsi TPID sebagai wadah
pertemuan seluruh TPID se-Kalimantan Utara, Forum koordinasi juga
diselenggarakan dalam lingkup antarwilayah melalui Rapat Koordinasi Wilayah
(Rakorwil), serta melalui Rapat Koordinasi Provinsi-Kabupaten/Kota. Berbagai
forum koordinasi tersebut bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan

pengendalian harga yang perlu menjadi prioritas untuk ditangani.
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Pada dasarnya rapat koordinasi TPID yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara sudah baik secara administrasi dan prosesnya. Namun
dan sisi output apalagi outcome hasil pelaksanaan rapat koordinasi TPID belum
terlihat nyata. Inflasi yang senyatanya diharapkan turun tetap masih meninggi
seperti saat belum adanya rapat koordinasi. Oleh karena itu, berbagai forum yang
ada mulai dari Rapat Koordinasi Daerah TPID dalam satu provinsi, maupun Rapat
Koordinasi Wilayah TPID dalam rangka koordinasi TPID antarprovinsi, serta
forum Rapat Koordinasi Nasional TPID perlu dioptimalkan. Berbagai program
yang diinisiasi Pokjanas TPID perlu terus diperkuat. Dengan demikian, TPID akan
mampu mengendalikan inflasi secara masif. Jika demikian, pada akhimya
Indonesia akan bisa keluar dari tekanan ekonomi dan masyarakat terutama
kalangan bawah bisa hidup, setidaknya berkecukupan.

TPID terdin dari berbagai instansi pemerintah daemh provinsi
Kalimantan Utara. Dari berbagai instansi tersebut memiliki peran masing-masing
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap instansi tersebut. Setiap instansi
yang ditunjuk menjadi TPID harus saling berkoordinasi satu sama lain demi
menciptakan sebuah kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi
kebijakan yang terintegrasi, schingga secara keseluruhan berdampak positif bagi
terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Koordinasi yang solid di antara
berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinast
kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi
terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat Peran setiap
instanst/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi Kalimantan Utara

“Instansi/SKPD sesuai dengan fungsinya masing-masing. Inflasi inti ada
peda perwakilan Bl Volatile food ada pada disperindagkop dan

pertanian. Administered price ada pada SKPD terkait”(Wawancara
dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubemur Lantai 3)
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Dengan demikian, koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi

kebijakan dan atau ke level daerah diharapkan dapat lebih efektif, tidak hanya

dalam menekan laju inflasi di daerah, tapi juga akan berlanjut pada pencapaian

sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil sebagaimana yang ingin dicapai

bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Karena itu, TPID perlu terus

didorong dan dikembangkan menjadi lebih tersistem dan terintegrasi dari pusat

hingga daecrah. Sampai dengan bulan Juni tahun 2018, sejumlah kegiatan telah

dilaksanakan dalam rangka penguatan koordinasi serta rekomendasi di wilayah

kerja TPID Kaltara (Tabel 4.8).

Tabel 4.8. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltara
Awal 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

No. | Tanggal | Kegiatan

Hasil
Lanjut

Kegiatan/Tindak

Pimpinan Kegiatan

1. |Apnl
2018

Penandatanganan
MoU

Penandatanganan Pakta
Integritas

Pengusaha/Distributor  untuk
menjaga ' kestabilan  harga
menjelang Ramadan di Kota
Tarakan dan se Provinsi

Kaltara

Kepala Perwakilan
Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan
Utara

2. Mei 2018 | Temu Media

Sosialisasi  bijak berbelanja
selama Ramadan di Kota
tarakan dan se Provinsi Kaltara

Kepala Perwakilan
Bank Indonesia
Provinsi Kaltara

3. | Mei 2018 | Sidak Pasar

Sepanjang  bulan  puasa
melakukan sidak stok barang
ke distributor utama di seluruh
pasar utama di Kota Tarakan,
Kabupaten Bulungan, Kab.
Nunukan dan Kab Malinau

Kepala Dinas Terkait

4. | Juni 2018 | Sidak papsar

Sepanjang  bulan  puasa
menangkap penimbun barang
di seluruh gudang distributor di
Tarakan

Satgas pangan

5. | Juni 2018 | Sidak Pasar

Melakukan sidak pasar terkait
harga pangan pokok

Kementerian
Perdagangan

6. Juni 2018 | Penindakan

Menindak langsung pelaku
pasar yang menjual dagng
ayam ras di atas HET di Psar
Guser dan Tenguyun Kota
Tarakan °

Satgas pangan
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7. | Juli2018 | Rapat Koordinasi | FGD  dengan  maskapai | Kepala Perwakilan
Sriwijaya, Garuda Indonesia | Bank Indonesia
dan Lion Air terkait tariff batas | Kaltara
bawah dan batas atas angkutan
udara

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018

Komunikasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara adalah
dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di
kabupaten/kota. Untuk mengatasi berbagai permasalahan inflasi koordinasi antara
Pokjanas TPID dengan TPID, TPID dengan stukeholder terkait akan terus
diperkuat. TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan
koordinasi secara intensif dalam rangka pengendalian inflasi Kalimantan Utara.
TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan TPID
kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan utara. Hal-hal yang telah dilakukan
oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengendalikan inflasi dacrah

adalah dengan melakukan rapat koordinasi di tingkat provinsi.

2. Keluaran TPID Provinsi Kalimantan Utara

Untuk itu diperiukan langkah untuk memantau dan mengendalikan persistensi
tersebut dan dalam hal mengambil kebijakan para pihak yang berwenang juga perlu

memperhatikan timing yang tepat.

a. Analisis Kritis

Analisis yang kritis (atau berpikir kritis) merupakan suatu cara untuk
mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan
pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung. Analisis kritis
mempersyaratkan sikap untuk berani menantang apa yang dikatakan atau
dikeniukakan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, pemerintah dan lembaga.

Analisis kritis mempertanyakan asumsi. Analisis kritis dapat digunakan untuk
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menantang perilaku atau praktek yang dilakukan seseorang atau menganalisis
pekerjaan sebuah serikat, atau gerakan sosial, atau untuk menantang dan melawan
{(oppose) kekuatan-kekuatan dominan di dalam komunitas dan masyarakat.

Analisis kritis merupakan suatu kapasitas, potensi yang dimiliki oleh semua
orang. Kendati demikian, analisis kritis tetap akan tumpul dan tidak berkembang
apabila tidak diasah (dipraktckkan). Selain itu, upaya untuk mempelajari cara
pemakaian analisis kritis tidak pemnah selesai.Analisis kritis merupakan upaya
pribadi atau upaya kolektif Analisis kritis menentukan kemungkinan suatu realitas
baru, kesepakatan yang lebih baik (better deal), masyarakat yang lebih baik ke arah
‘langkah’ untuk memperbaikit kenyataan atau situasi yang tengah dianalisis.
Selanjutnya, ‘situasi baru’ tersebut dapat dikaji dengan analisis kntis. Peranti
terpenting untuk melaksanakan analisis kritis, yaitu “pertanyaan”. Meski demikian,
analisis kritis bukanlah serangkaian langkah atau pertanyaan yang berangkat dari

* ketidaktahuan (ignorance) menuju ke pencerahan (enlightenment).

Ada sejumlah unsur penting yang dapat dipakai sebagai kerangka analisis
kritis. Pertama, analisis kritis mensyaratkan pencarian fakta dan cin situasi atan
kenyataan yang dicoba-difahami. Kita bertanya dan mencan tahu: “Apa yang
sebenarnya tengah berfangsung?”’; “Apa akibat yang timbul dari situasi ini?”; “Apa
dampak situasi atau kejadian atau pernyataan itu terhadap pihak lain?”; “Siapakah
pihak yang diuntungkan oleh situasi atau usulan tersebut?”; “Siapakah yang
dirugikan oleh situasi atau usulan tersebut?”; “Apa penyebab terjadinya situasi
tersebut?”’

Analisis kritis juga berusaha memahami “riwayat™ pernyataan, situasi atau
masalah yang perlu difahami. Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa atau

pernyataan yang tengah dalam proses perubahan. “Bagaimana situasi tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43864.pdf
76

dapat terjadi? Seberapa permanenkah situasinya? Apa cara yang mungkin
dilakukan agar situasi tersecbut berubah? Apa penyebab perubahan tersebut?
Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa dari sudut pandang yang utuh.
Kontradiksi atau kebalikan dari sebush situasi perlu dicari. Schingga, ketika
mengamati suatu-situasi baru atan sejumlah keadaan, muncul pertanyaan, “Apa
yang terjadi dengan situasi lama, manakah yang tidak berubah? Apa yang terjadi
dengan sttuasi positif / nepatif?” Misalnya, “keadilan sosial” hanya dapat
dipikirkan dan dicapai lewat pemahaman tentang “ketidak-adilan sosial ” dan
penyebabnya.

Dari analisis kritis mengenai inflasi yang terjadi di Kalimantan Utara, maka
diketahui bahwa inflasi di Kalimantan Utara triwulan II lebih tinggi dibandingkan
dengan inflasi keseluruhan Kalimantan dan merupakan provinsi dengan angka
inflasi paling tinggi di Kalimantan setclah Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah.

Secara tahunan, inflasi kelompok bahan makanan lebih rendah
dibandingkan periode sebelumnya dari inflasi sebesar 2,52% (yoy) menjadi 3,78%
(yoy). Setelah dilakukan analisis kxitis terhadap inflasi dan kelompok bahan
makanan diperoleh data bahwa inflasi kelompok bahan makanan (komoditas
bumbu-bumbuan, ikan dan sayuran) disebahkan gangguan pasokan yang terjadi
baik di Kaltara maupun di wilayah sentra produksi di luar Kaltara. Selain itu,
karena adanya curah hujan yang tinggi dan belum dimulainya masa panennya
bawang merah di sentra produksi menyebabkan tingginya level harga bawang
merah bulan April 2018.

Secara tahunan, inflasi kelompok sandang tercatat 2,56% (yoy), reiatif lebih

rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,16% (yoy). Setelah dilakukan
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analisis kritis terhadap inflasi dari kelompok sandang karena adanya hari raya idul
fitri. Secara tahunan, inflasi kelompok tersebut tercatat -0,20% (yoy), lebih rendah
dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,21% (yoy). Tarif angkutan udara
mengalami kenaikan sesuai pola historisnya pada bulan Ramadhan sejalan dengan
meningkatnya permintaan masyarakat terhadap mode transportasi udara. Secara
tahunan, inflasi kelompok batu bata tercatat 2,97% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,25% (yoy).

Kebijakan yang telah disusun oleh TPID dalam rangka mengendalikan
inflasi daerah“Dalam proses pembuatan regulasi tentang HET”({Wawancara
dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)).
Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap
pengendalian inflasi daerah. Penjelasan di atas sebagaimana diungkapkan oleh RS
“Secara kuantitatif belum ada pengukuran. Namun secara kualitatif tingkat inflasi
yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sudah ditindaklanjuti oleh Tim TPID
Provinsi”. ((Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor
Gubemnur Lantai 3). Pernyataan imi  sebagaimana dikemukakan oleh Rs
“Membentuk tim pengendalian inflasi daerah dengan ketua pak gubernur”
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai
3)

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinega TPID Provinst
Kalimantan Utara dilihat dari analisis kritisnya, TPID Provinsi Kalimantan Utara
dalam menyusun sebuah kebijakan pengendalian inflasi belum berdasarkan analisis
secara kritis terhadap permasalahan-permasalahan inflasi yang terdapat di Provinsi
Kalimantan Utara. Langkah-langkah yang ditetapkan masih sebatas formalitas dan

seremonial seperti melakukan rapat koordinasi saja.
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b. Kesadaran Dini

Secara tahunan, inflasi Kaltara triwulan II 2018 mengalami peningkatan
dibandingkan periode triwulan sebelurnmya. Inflasi tahunan Kaltara triwulan I1
2018 tercatat 3,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar
2,18% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi tahunan Kaltara triwulan IT 2018
terutarna disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok transpor,
komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok bahan makanan. Kelompok
transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi, sedangkan
kelompok bahan makanan mengalami inflasi. Sementara itu, kelompok lainnya
mengalami penurunan dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya.

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, meningkatnya tekanan inflasi
pada hampir seluruh menjadi penyebab naiknya inflasi Kaltara triwulan II 2018,
Inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan merupakan kelompok
dengan inflasi dengan peningkatan tertinggi diikuti oleh kelompok bahan makanan.
Adapun inflasi transpor, komunikasi dan jasa keuangan berada di atas rata-rata tiga
tahunnya sehingga perlu menjadi perhatian lebih. Adapun komoditas penyumbang
inflasi terbesar adalah angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar
0,79% (yoy) akibat dari adanya kenaikan tarif angkutan udara pada periode
berjalan sebagai dampak masuknya momen Lebaran. Disamping itu, komoditas
yang menyumbang andil inflasi cukup tinggi adalah bahan bakar rumah tangga
sebesar 0,10% (yoy). Disisi lain, terdapat komoditas yang menyumbang andil
deflasi yaitu angkutan laut dengan andil sebesar -0,01%({yoy).

Sejak dibentuk tahun 2008, TPID Provinsi Kalimantan Utara telah
berperan cukup baik dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, hali ini

ditandai dengan inflasi Provinsi Kalimantan Utara secara rata — rata pasca
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pembentukan TPID Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008 cukup stabil di level +
6%, meskipun masth tergolong tinggi tetapi TPID cukup memberikan kontribusi
yang besar dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara. TPID Provinsi
Kalimantan Utara telah memiliki dasar hukum pembentukan dan pengelolannya
berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 027/1969/8)
tanggal 2 April 2013 tentang “Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di
Daerah”. Hal ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab TPID Provinsi
Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga di Kalimantan
Utara.

Kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan
pengendalian inflasi dacrah adalah “Ada beberapa komoditi yang supply
tergantung luar daerah yang menyebabkan inflasi tinggi”. Solusi yang dilakukan
adalah “Antisipasi dengan memenuhi stok supply bekerja sama dengan dinas teknis
terkait”.(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor
Gubernur Lantai 3)

Manfaat positif yang dapat diperoleh dengan terciptanya stabilitas harpa
di daerah diantaranya yaitu: (1) terjaganya daya beli sehingga dapat
mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. (2) Terciptanya
kondisi yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usaha
khususnya investasi schingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah
dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Berdasarkan analisis kriti karakteristik inflasi di Provinsi Kalimantan
Utara dipengaruhi oleh kejutan di sisi penawaran (supply schock) yang bersifat
struktural, seperti halnya: (1) Pasokan barang yang terbatas. Pada komoditas

pertanian, terganggunya pasokan umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang
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tidak kondusif bagi kuantitas dan kualitas produksi pangan (misalnya curah hujan
yang berlebihan, musim kemarau yang berkepanjangan, dan gangguan hama). (2)
Distribusi barang yang tidak lancar khususnya komoditas pertanian dari pusat
produksi ke dacrah pemasaran. Gangguan distribusi antara lain karena kendala
infrastruktur transportasi, seperti: jalan rusak, dan lain-lain. (3) Kondisi
infrastruktur yang kurang mendukung, baik dalam rangka proses produksi,
distribusi, termasuk infrastruktur terkait energi. (4) Struktur pasar dan mekanisme
pembentukan harga yang kurang kompetitif khususnya pada beberapa komoditas
pangan. (5) Praktek spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan
barang strategis terutama pada saat terjadi gejolak harga. (6) Peningkatan
harga/tanif jasa’komoditas strategis yang ditetapkan olech pemerintah (administered
prices) seperti misalnya TTL, tarif angkutan, BBM, dan LPG.
c. Kualitas Kebijakan

Kualitas kebijakan TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya
pengendalian inflasi dacrah adalah sebagai benkut “Baik, dengan
memberikan/mengeluarkan rekomendasi kebijakan terhadap inflasi yang terjadi
dalam rapat-rapat TPID mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk
kegiatan-kegiatan di lapangan” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus
2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Kualitas kinerja instansi-instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian
inflasi dacrah selama ini “Baik, dengan selalu menindaklanjuti terjadinya inflasi
pada ketiga sektor yang menjadi tanggung jawabnya”. Dari pemyataan di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap SKPD dalam melakukan pengendalian

sebagai tanggung jawabnya.
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Upaya TPID dalam rangka menurunkan inflasi daerah yang meninggi
adalah sebagai berikut :

“Terhadap kebijakan harga yang dibuat pemerintah dengan menyatukan -

serah pinjaman kembali kepada kementerian terkait untuk ditinjau

kembali harga yang ditetapkan, sehingga harga tidak memberatkan
masyarakat.Terhadap harga pangan serta jasa diarahkan dilakukan

operasi pasar “(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di

Kantor Gubernur Lantai 3)

Kepatuhan TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap peraturan yang
berlaku “TPID provinsi kaltara selalu berserat pada karidor yang telah dilakukan
oleh peraturan perundang-undangan”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2
Agustus 2018 di Kantor Gubemnur Lantai 3). TPID menjalin hubungan dengan
masyarakat dan instansi terkait “Sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjaga daya
beli masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondwsif bagi pelaku
ekoomi”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor
Gubernur Lantai 3).

TPID melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan
dengan melalui variabel di biro ekonomi.koltaraprov.go.id dan langsung kepada
masyarakat terkait kebijakan baru terkait inflasi” (Wawancara dilaksanakan pada
tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Hal-hal yang dilakukan oleh TPID adalah dengan melakukan
pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok
dan penting serta jasa; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat
provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik; melakukan koordinasi

dengan TPID pusat dan TPID Kabupaten/kota, melakukan langkah-langkah
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lainnya dalam rangka penyeiesaian hambatan dan permasalahan pengendalian
inflasi.

Peran setiap instansi dalam pengendalian inflasi adalah sebagai
kepanjangan tangan dari TPID pusat untuk meakukan upaya dan langkah-langkah
teknis dalam upaya pengendalian inflasi sesuai dengan kewenangannya. TPID
memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota melalwi rapat
koordinasi tingkat provinsi, monitoring ke TPID kabupaten/kota dan sarana
informasi melalwi group whatsapp. TPID memiliki kontribusi yang besar dalam
pengendalian inflasi di daerah utamanya terhadap inflasi yang disebabkan oleh
volatile food (komponen barang bergejolak).

Kebijakan yang telah disusun TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam
rangka mengendalikan inflasi di dacrah berupa roadmap pengendalian inflasi
daerah. Sangat produktif karena di dalamnya mencakup solusi permasalahan
jangka pendek dan jangka menenggah. Sangat baik karena terbukti mampu
mengendalikan inflasi sesuai target inflasi nasional. Kinega SKPD beum
memuaskan karena program dan kegiatan yang telah disusun belum sinkron dengan
roadmap pengendalian inflasi dacrah. Kendala TPID dalam melaksanakan
pengendalian inflasi adalah kurangnya program dan kegiatan yang menyangkut
pengendalian inflasi serta evaluasinya di SKPD teknis. Solusinya adalah dengan
meningkatkan koordinasi antara TPID dengan SKPD teknis dalam hal kebijakan
teknis pengendalian inflasi. Melalui rapat koordinasi TPID provinsi dan
kabupaten/kota. Melalui pemanfaatan website Kalimantan Utara dan media masa
melalui peningkatan koordinasi, Operasi pasar, pasar murah, Memastikan

kecukupan stok, Kerjasama antar dacrah dan Peningkatan produktivitas komoditas.
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Agenda kerja TPID disusun mengacu pada roadmap pengendalian inflasi
dacrah. Caranya adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi dan FGD untuk
menemukan solusi sesmai dengan permasalahan yang dihadapi. Cara TPID
mengindentifikasi permasalahan di lapangan melalui analisis terhadap pemantauan
berita statistic inflasi BPS Pemantauan / monitoring harga di beberapa pasar.

Dari hastl penclitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dani kualitas kebijakannya adalah kebijakan yang telah
ditetapkan Provinsi Kalimantan Utara masih standar atau biasa saja atau sama
dengan daerah lain. Belum ada inovasi dalam menyusun kebijakan sehingga
permasalahan utama dalam mengurangi tingkat inflasi yang tinggi di Kalimantan
Utara belum dapat diatasi dengan optimal.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari
individuindividu atau penguasa yangdipercayakan untuk mengelola sumber-
sumber daya publik danyangbersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-
hal yangmenyangkut pertanggunpgjawabannya.

Sistem kerja yang dilakukan adalah memantau harga, pasokan dan
mengantisipasi adanya lonjakan harga. Mekanisme rapat dilakukan triwulanan dan
tim ini memberikan masukan berupa ulasan inflasi bulan sebelumnya, perkiraan
untuk bulan berikutnya dan rekomendasi.

Cara TPID mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di lapangan: ”
Ada beberapa tahapan penyelesaian permasalahan di antaranya melakukan
koordinasi secara intensif dengan dinas/‘OPD yang menangani komoditi
terindikasi inflasi’(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di

Kantor Gubemnur Lantai 3). Selain pendapat di atas dikemukakan sebuah pendapat
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dibawah ini :"Dengan menerima laporan dari masyarakat maupun melakukan
monitoring ke lapangan”"(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018
di Kantor Gubemur Lantai 3)

Cara TPID menyusun program-program pengendalian inflasi di Provinsi
Kalimantna Utara adalah menyusun dasar hukum terlebih dahulu Hal ini
scbagaimana dikemukakan oleh Us sebagai berikut “Agenda laju rendah
ditentukan dalam peraturan produk undangan dengan koordinasi dengan TPI
pusat dan TPID kabupater/kota secara berkala” (Wawancara dilaksanakan pada
tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubermnur Lantai 3). Pernyataan Us di atas
diperkuat oleh pemnyaan AA yaitu"Melakukan intensitas pedalaman
permasalahan dan menindakianjuti sesuai kebutuhan”(Wawancara dilaksanakan
pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Pendapat lainnya
adalah sebagai berikut“Rapar tim TPID yang dipimpin oleh Gubernur dan
Sekretaris Derah ditindaklanjuti dengan tim teknis, yaitu dari pangan dan tim
transportasi”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor
Gubemur Lantai 3)

Kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan
pengendalian inflasi daerah” Para spekulan selalu memanfaatkan momen-moen
tertentu seperti perayaan hari raya keagamaan untuk menaikkan harga secara
tidak wajar”. Solusi atas kendala tersebut adalah “Membuat sebuah sistem
informasi yang menampilkan setiap harga kelompok barang/jasa penyebab inflasi
secara realtime’(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 A gustus 2018 di Kantor
Gubemur Lantai 3).

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi

Kalimantan Utara dilihat dari akuntabilitas adalah kebijakan yang telah ditetapkan
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TPID Provinsi Kalimantan Utara dapat dipertanggungjawabkan vaik dari sisi
tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan hingga berbagai
macam hal negatif yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan

oleb TPID Provinsi Kalimantan Utara.

D. Pembahasan
1. Proses Pembentukkan TPID Provinsi Kalimantan Utara
a. Responsivitas

Responsivisness (daya tanggap) adalah kemauan atau keinginan para
karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen.
Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan
menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali apabila
kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka menjadi suatu yang berkesan dan
menjadi pengalaman yang menyenangkan (Jasfar,2005:51). Dari hasil penelitian
di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari
responsibilitasnya adalah TPID Provinsi Kalimantan Utara belum mampu
mengenali kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara sehingpga agenda, priornitas
pelayanan dan program-program pelayanan yang disusun TPID Provinsi
Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi masih kurang pas dan kurang tepat
sasaran.

Upaya pengendalian inflasi dalam rangka menciptakan stabilitas harga
di tingkat nasional hanya dapat diwujudkan jika stabilitas harga terjadi pada
tingkat daerah. Selain mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, upaya
pengendalian inflasi dan penciptaan stabilitas harga di daerah juga berdampak

positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat.
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TPID Provinsi Kalimantan Utara belum melakukan langkah guna
memperkuat kompetensi anggota di tataran teknis, seperti workshop. Workshop
ini mengikutsertakan anggota tim teknis TPID Provinsi Kalimantan Utara,
Workshop inflasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman TPID terhadap
konsep, definisi, serta dasar-dasar perhitungan inflasi di Kalimantan Utara. Selain
itu, workshop ini juga bertujuan untuk menambah wawasan peserta mengenai
perkembangan terkini resiko tekanan inflasi ke depan, dan dampak berbagai
kebijakan administered prices dan faktor eksternal terhadap inflasi. Adanya
workshop di atas, diharapkan mampu meningkatkan responsibilitas TPID dalam

melakukan perhitungan dan uji potensi risiko tekanan terhadap stabilitas harga

b. Pemrosesan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara perlu membangun informasi harga pangan yang terpadu dan
terpercaya (kredibel) yang dapat menjadi acuan bagi pelaku ekonomi secara
umum. Unuk mencapai hal tersebut, maka pengembangan PIHPS harus
memenuhi kriteria consistent, reliable, accurate, timely, and accessible
(CRATA). Sistem informasi yang dikembangkan adalah dengan membuat
website TPID Provinsi Kalimantan Utara. Selama ini Kalimantan Utara belum
memiliki website yang dikhususkan untuk menampilkan berbagai kegiatan yang
telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara. Pengembangan website
TPID Provinsi Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk menampilkan informasi
terkait perkembangan ekonomi dan stabilitas harga (inflasi) di daerah,
mensosialisasikan kebijakan/program TPID Provinsi Kalimantan Utara maupun

kegiatan-kegiatan SKPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait upaya
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mewwjudkan stabilitas harga di dacrah. Pengembangan website ini juga
digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kegiatan koordinasi
pengendahian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara untuk
penyampaian laporan kegiatan yang dapat dilakukan secara online, menjadi
media alternatif bagi peningkatan efektivitas pengendalian inflasi dacrah nielalui
berbagai forum interaktif, dan menjadi media bagi TPID Provinsi Kalimantan
Utara untuk mendapatkan feedback/masukan dari pemerintah daerah lainnya
ataupun dari masyarakat dan pelaku usaha

Selain itu, adanya website khusus TPID Provinsi Kalimantan Utara,
Pemenntah Provinsi Kalimantan Utara dapat mengoptimalkan sistern informasi
perdagangan antar dacrah untuk mendukung berbagai program kerjasama
perdagangan antar daerah. Pengembangan pusat distribusi pangan perfu
mempertimbangkan kesiapan multi moda transportasi dan partisipasi aktif pelaku
usaha. Mengawal berabgai kesepakatan terkait langkéh—langka.h yang diperlukan
untuk mendorong kerjasama perdagangan antar daerah, termasuk merumuskan
berbagai kendala yang perlu diselesaikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peningkatan akses informasi terkait pengendalian inflasi juga perlu
dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
(PIHPS) disertai pengunatan basis data informasi harga pangan yang telah ada saat
ini {existing). Penyusunan blueprint PIHPS Provinsi Kalimantan Utara akan tefus
dikaji dan diperdalam dengan arah pengembangan kepada penguatan basis data
informasi harga pangan yang telah ada saat ini (existing) serta mengoptimalkan
diseminasi informasi harga pangan kepada masyarakat. Penyusunan blueprint
pengembangan PTHPS Provinsi Kalimantan Utara juga akan disclaraskan dengan

dinamika yang berkembang terkait penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang
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Pangan pada November 2012 yang mewajibkan pemerimtah pusat dan dacrah
untuk mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi.

Pembenahan basis data pada sistem yang telah dikembangkan selama ini
di berbagai lembaga menjadi langkah penting untuk menjamin kredibilitas data
yang dibangun dalam PIHPS. Pengembangan PIHPS Provinsi Kalimantan Utara
secara komprehensif akan dituangkan di dalam suatu blueprint yang disusun
bersama beberapa kementernian/lembaga terkait. Sebagai tahapan awal telah
dilakukan diskusi terfokus dan penjajakan kerjasama informasi harga pangan
dengan kementerian pertanian dan kementerian perdagangan, serta menginisiasi
kerjasama pengembangan PIHPS dengan Pemenntah Provinsi Kalimantan Utara
sebagai pilot project.

Pengembangan pilot project PIHPS Kalimantan Utara perlu difokuskan
kajian kelayakan pengembangan PIHPS dan upaya pembenahan basis data
informasi harga pangan Kalimantan Utara. TPID Kalimantan Utara bekerjasama
dengan lembaga riset mengkaji lebih dalam kelayakan dari pengembangan PIHPS
di Kalimantan Utara dan pemetaan basis data harga pangan yang ada saat ini.
Selanjutnya juga ditelaah secara lebih jauh proses pengumpulan data harga yang
saat ini berlaku dan menyusun rancangan business process dari pengumpulan data
yang ideal. Secara umum, hasil kajian dapat menggambarkan periu adanya suatu
data informasi harga yang terintegrasi sebagai referensi bagi masyarakat dan juga
para penentu kebijakan. Di samping itu, hasil kajian mendukung perlunya
penataan kelembagaan dan proses bisnis dalam rangka membangun pusat
informasi harga yang kredibel. Dalam hal ini, Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalimantan Utara memiliki peran strategis dari sejak proses pengumpulan data,

pengolahan data, hingga diseminasi data tersebut kepada masyarakat.
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Untuk memperkaya dasar rujukan pengembangan sistem manajemen
informasi PIHPS, TPID Kalimantan Utare harus mengkaji pemanfaatan sistem
teknologi yang terintegrasi terkait pengumpulan data harga. Dalam kaitan ini,
dapat dilakukan kunjungan ke Sentra Pelayanan Agrobisnis (SAPA) yang
merupakan klaster industri pertanian terpadu di sukabumi yang telah
memanfaatkan mobile information sistem dalam proses pengumpulan informasi
produksi dan harga. Penggunaan sistem teknologi informasi SAPA
memungkinkan tidak hanya dilakukannya pengawasan terhadap harga jual di
outlet ritel penjualan, namun juga pengawasan terhadap luas areal panen secara
lebih akurat (dengan mengadaptasi teknologi geo spasial), sarana produksi yang
dibutuhkan, serta informasi besar dana yang dapat disalurkan oleh LKM (sebagai
modal biaya produksi) kepada petani sesuai dengan tahapan produksinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi
harga pangan yang kredibel dan dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat
oleh masyarakat berperan penting untuk mengatasi permasalahan structural
terkait disparitas harga pangan. Minimnya informasi harga pangan yang
terpercaya menyebabkan ekspektasi harga pangan yang terbentuk di masyarakat
bersumber dari informasi yang tidak lengkap (asymmetric information). Hal ini
menyebabkan pembentukkan harga rentan dipengaruhi oleh aksi spekulasi dan
persepsi. Dalam kaitan im, perlu ditempuh suatu strategi untuk mendorong
peningkatan akses informasi harga kepada masyarakat. Adanya akses terhadap
informasi harga pangan yang kredibel diharapkan menjadi referensi bagi
masyarakat, produsen, dan pemangku kebijakan yang pada gilirannya akan dapat

mendorong pada pembentukkan harga yang Iebih efisien.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43864.pdf
90

¢. Komunikasi

Untuk meningkatkan koordinasi di antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota, TP[D Kalimantan Utara tefah mengagendakan
beberapa agenda pertemuan periodik yang melibatkan pemerintah provinsi
dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam setiap pertemuan koordinasi yang
dilakukan diharapkan dapat menghasilkan berbagni kesepakatan untuk mengatass
permasalahan yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga di daerah.
Beberapa rapat koordinasi yang telah direncanakan antara lain rapat koordinasi
nasional (Rakomas) TPID, rapat koordinasi pusat-dacrah serta rapat koordinasi
rutin pokjanas TPID Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) TPID merupakan forum
koordinasi tahunan yang dijkuti oleh seluruh pemerintah daerah.
Penyelenggaraan rakomnas TPID diarahkan untuk menghasilkan rumusan solusi
kebijakan dari pemerintah pusat yang diperlukan guna mengatasi permasalahan
inflasi di daerah, menetapkan arah prioritas pengendalian inflasi daerah sepanjang
tahun berjalan, serta mengevaluasi program pengendalian inflasi di daerah yang

merupakan bagian dari tindak lanjut kesepakatan rakornas tahun sebelumnya.
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Tabel 4.9. Pokok-Pokok Kesepakatan Rakorwil TPID K T1 Tahun 2018

No.

Poin Kesepakatan

QOutput

PIC

Batas
Waktu

Pelaporan

Pemerintah daerah perlu
membernt perhatian pada
struktur keanggotaan TPID
apar sesual dengan
Keputusan Presiden
Nomor 23 Tahun 2007.
Perubahan struktur
menjadi pondasi awal yang
penting bagi penguatan
komitmen pemerintah
dalam upaya stabiitasi
harga di dacrah

SK
Gubemur,
SK
Walikota,
SK BUpati

Pemprov,
Pemkot,
Pemkab

Juni
2018

BI
TPIP

Pemerintah Dacrah
bersama seluruh
stakeholders yang
tergabung dalam TPID
merumuskan roadmap
pengendalian inflasi dacrah
dengan memperhatikan :

a. Sinkronisasi roadmap
inflasi dengan program
pengembangan
ckonomi daerah yang
dituangkan dalam
RPJMD. Hal ini
dilakukan sebagai salah
satu wujud komitmen
pemerintah daerah
dalam  melaksanakan
strategi  pengendalian
inflasi

b. Pemetaan sumber
penyebab inflasi daerah
schingga mampu
menghasilkan kualitas
roadmap pengendalian
inflasi daerah sebagai
usulan bagi penyusunan
roadmap inflasi
nasional (bottom up
approach).

Roadmap
TPID
terbaru

TPID

2018

Bl
TPIP

Pemerintah daerah agar
merwmuskan  terobosan
kebijakan yang diperlukan
untuk mengatasi inefisiensi

Usulan
kebijakan,
usulan
ketentuan

Pemda dan
KwBI
Provinsi/Kota

2018

BI
TPIP
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dalam tata niaga disertai
alokasi anggaran yang
memadai dalam APBD.

Beberapa terobosan
kebijakan antara lain
melalui

a. Pengembangan inovasi
kerjasama antar daerah
(KAD) untuk
memitigasi  inefisiensi
distribusi barang.
Selama ini distribusi
barang/komoditas
paling banyak terjadi
satu arah schingpa
biaya logistik
dibebankan kepada
harga komoditas yang
dijual di daerah tujuan.
Untuk memitipgasi hal
ini perlu adanya KAD
agar distribusi barang
tejadi.  dua arah
schingga dapat
menckan biaya logistik.
Pelaksanaannya perlu
didukung dengan
peraturan daerah

b. Bank Indoensia di
daerah diharapkan
dapat menginisiasi
kajian pemetaan surplus
defisit sebagai dasar
pemetaan  kerjasama
antar daerah

¢. Mengaktifkan rumah
pangan kita yanp ada di
daerah sebagai jaringan
distribusi yang
diintegrasikan dengan
jalur tol laut dan jalur
tol darat

d. Mendorong
penggunaan transaksi
perdagangan online
platform  lokal (e-

commerce)
4. | Pemerintah dacrah | Laporan |Pemda dan|2018 Bl
melakukan penguatan | hasil KPwBI TPIP

koordinasi antar pemangku | koordinasi | Provinsi
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kepentingan di  daerah
dalam upaya stabilitas
harga, pengelolaan
pasokan dan distribusi
pangan  dengan tetap
memperhatikan

kesejahteraan petani,
antara lain melalui
kerjasama dengan BULOG
dan Bappepti serta
pengelolaan gudang (SRG)

(Mol),
perjanjian
kepasama,
dil

Pemerintah dan Bank

Indonesia ~ memperkuat

kebijakan dan koordinasi

untuk memastikan
ketersediaan, kecukupan
serta keterjangkauvan harga
pangan bagi masyarakat
khususnya selama HBKN.

Hal ini dilakukan antara

lain dengan :

a. memastikan
ketersediaan dan
kecukupan  cadangan
pangan strategis

b. penyelenggaraan pasar
murah

c. Bersama satgas pangan
melakukan monitoring
kewajaran stok pangan
digudang-gudang
secara berkala

d. Bersama tokoh
masyarakat  termasuk
para alim ulama tokoh
agama memberikan
himbauan kepada
masyarakat untuk
berbelanja secara bijak

Laporan
kegiatan

Pemda dan
KPwBI
Provinsi/Kota

Pertode
HBKN
2018

Bl
TPIP

Pemerintah daerah
bersama Bank Indonesia
merumuskan langkah
strategis pengendalian
tariff angkutan udara yang
dapat dilakukan dengan
mereplikasi inovasi pada
daerah yang telah berhasil
meredam inflasi angkutan
udara diantaranya
mengusulkan rute

Usulan
kebijakan,
Usulan
ketentuan

Pemda dan
KPwBI
Provinsi/Kab/
Kota

Sebelu

periode
HBKN

BI
TPIP
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penerbangan yang efisien
schingga mampu menekan
tariff angkutan udara dan
mengusulkan tariff batas
atas

Sumber : Rapat Koordinasi TPID Provinsi Kalimanian Utara, 2018

Penyelenggaraan rapat rutin TPID Kalimantan Utara bertujuan untuk
memetakan permasalahan stabilisasi harga yang dihadapi setiap kabupaten / kota
serta mengindentifikasi langkah koordinasi dan kebijakan yang dapat ditempuh
oleh pemerintah untuk mengantisipasinya. Kompleksitas permasalahan stabilisasi
harga di dacrah memungkinkan rapat koordinasi di tataran teknis pokjanas TPID
untuk menghadirkan pemerintah daerah (TPID), kementerian/lembaga terkait,
pelaku usaha dan asosiasi (Kadin, Apindo dan sebagainya), serta narasumber lain
yang kompeten.

Apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan kebijakan
pemerintah pusat, maka usulan kebijakan tersebut akan diangkat dalam rapat
koordinasi pada tataran yang lebih tinggi (high level meeting). Selain itu,
penyelenggaraan rapat koordinasi rutin ini juga bertujuan untuk mengevaluasi
penyelenggaraan kegiatan pengendalian inflasi pada tahun berjalan, baik di
tataran pusat (Pokjanas TPID) maupun di daerah (TPID). Selanjutnya, berdasakan
identifikasi berbagai permasalahan pengendalian inflasi daerah dan hasil evaluasi
kegiatan pada tahun berjalan, akan dirumuskan arah kebijakan pengendalian
inflasi TPID untuk tahun berikutnya.

Menurut Fatimah (2013) sebagai langkah untuk menjaga tingkat inflasi
agar tetap rendah dan stabil, Bank Indonesia membentuk suatu wadah koordinasi
antara BI, Pemerintah dan dinas terkait untuk turut serta dalam usaha menjaga

tingkat inflasi tersebut. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia telah
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diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaman, Pemantauan
dan Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai inisiatif
kebijakan yang ditempuh oleh daerah yang diarahkan untuk peningkatan produkst
pangan, pengamanan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bagi
masyarakat pada gilirannya berdampak positif bagi tejaganya stabilitas harga di
daerah. Kestabilan harga juga didukung oleh relatif stabilnya harga pada masa
hari raya besar keagamaan sejalan dengan adanya langkah sejumlah daerah yang
menempuh inisiatif penguatan komunikasi kepada masyarakat schingga turut
berkontribusi besar dalam mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Kelompok Kerja TPID berupaya mengarahkan peran TPID untuk mulai
menyentuh persoaian structural di daerah dan merumuskan solusinya untuk dapat
lebih menjamin terjaganya stabilitas harga. Untuk mendukung hal tersebut,
Rakomas TPID Provinsi Kalimantan Utara hendaknya ang diarahkan pada
pengelolaan cadangan pangan daerah melalui sistem resi gudang (SRG),
pengembangna perluasan aksesibilitas informasi harga bagi masyarakat melalui
pengembangan Pusat Informast Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan penguatan

kerjasama amntar daerah.

2, Keluaran TPID Provinsi Kalimantan Utara
a. Analisis Kritis
TPID terus mendorong partisipasi aktif daerah di dalam memperkuat
koordinasi guna stabilisasi harga, khususnya melalui pembentukkan TPID.
Memperkuat kesepahaman bersama terhadap pentingnya mendorong kelancaran
perdagangan anar daerah dalam stabilisasi harga. Dari hasil analisis kritis, maka

diusulkan bahwa kerjasama antar daerah itu penting. Kerjasama antar daerah
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berperan penting untuk mengatasi perbedaan dan kesenjangan sumber daya yang
dimiliki masing-masing daerah. Adanya perbedaan karakteristik sumber daya
antar dacrah menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya
pangan, tidak dapat dipenuhi hanya mengandalkan pada produksi lokal di masing-
masing dacrah, melainkan ada saling ketergantungan yang tinggi dalam hal
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ini, adanya kerjasama
antar dacrah yang kuat diharapkan menjadi solusi untuk memastikan kelancaran
ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.

Kerjasama antar daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila
ada kesadaran antar daerah yang saling membutuhkan untuk mencapai suatu
tujuan. Untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya komitmen dari masing-inasing
pemenntah daerah untuk mendahulukan kepentingan bersama. Krjasama antar
daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat dapat menjamin
kontinuitas pasokan, kelancaran arus distribusi, kebijakan lalu lintas barang di
daerah pemasok dan tata niaga yang lebih tertata yang pada akhirnya dapat
mewujudkan stabilitas harga. Kerjasama antar daerah telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama
Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2009 dan Nomor 23 Tahun 2009. Peraturan tersebut memberikan paying
hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasarna antar daerah yang didasarkan
atas persamaan kepentingan dan kesetaraan kedudukan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh perencanaan
program kerja dan penggunaan anggaran yang terarah. Penetapan priontas
program dan perencanaan anggaran di dacrah selain mempertimbangkan

karakteristik daerah, juga perlu memiliki keselarasan dengan arah tujuan
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pembangunan nasional. Di samping itu, dalam penctapan prioritas program dan
perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan dinamika dan prospek risiko
dan keterhubungan ekonomi yang tinggi baik antar daerah maupun dengan
negara-negara mitra dagang. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID mendorong adanya
kesatuan pemahaman terhadap pentingnya penetapan asumsi makro di dacrah
sebagai dasar bagi penetapan prioritas kerja pemerintah daerah. Besaran asumsi
makro yang ditctapkan di daerah sebagai dasar bagi pcnetapan prioritas kerja
pemerintah daerah. Besaran asumsi makro yang ditetapkan di daerah turut
mencerminkan adanya keselarasan dengan tujuan pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah yang terlihat pada struktur dan postur perencanaan
anggaran pembangunan daerah.

Pemerintah pusat berperan penting dalam mewujudkan optimalnya
peran dan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala yang
berpotensi menghambat kelancaran perdagangan antar daerah terutama dan aspek
regulasi dan kelembagaan melalui instrument kerjasama daerah.Pemerintah
daerah perlu meningkatkan keterlibalan pihak swasta/dunia usaha datam
kerjasama antar daerah. Perlunya peranan pemerintah daerah dalam mendorong
dan memperkuat peran BUMD dan Kamar Dagang Indonesia Daerah (Kadinda)
dalam rangka meningkatkan kerjasama daerah. Mendorong peran dan fungsi
koperasi serta meningkatkan kesiapan dacrah untuk dapat mengimplementasikan
SRG secara optimal.

TPID Provinsi Kalimantan Utara perlu menyusun kebyakan untuk
memperkuat cadangan pangan daerah melalui upaya percepatan penerapan sistem
resi gudang (SRG) di Berbagai Dacrah. Penerapan SRG menjadi salah satu solusi

yang diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan daerah ditengah masih
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tingginya ketergantungan produksi pangan pada faktor musim. Pola produksi
pangan yang masih sangat tergantung pada musim berdampak pada pergerakan
harga pangan yang diwarnai tekanan pada masa paceklik. Kondist imi juga turut
berpengaruh pada pendapatan petani yang tidak optimal di masa panen, namun
juga tidak dapat mendapatkan kuntungan dar kenaikan harga pada masa paceklik.
Dalam kaitan ini, SRG menjadi suatu solusi yang dapat mendorong terjaganya
kesinambungan pasokan pangan sepanjang tahun bagi masyarakat dan juga
memperbaiki pendapatan petani.

Rakomnas III TPID menyepakati untuk mendorong penerapan SRG di
dacrah melalui pembentukkan task force percepatan penerapan SRG. 7ask force
tersebut menjadi wadah koordinasi di tingkat pusat untuk mernmuskan strategi
dan upaya yang perlu dilakukan untuk berbagai mendorong penerapan SRG di
berbagai daerah. Adapun lembaga yang akan menjadi ujung tombak dalam task
force percepatan implementasi SRG adalah Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, dan beranggotakan
kementerian/lembaga, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, pihak swasta,
perbankan, pemerintah daerah dan DPRD.

Selain itu, Pokjanas TPID juga pertu melakukan beberapa langkah
penguatan cadangan pangan yaitu melalui benchmarking penerapan SRG di
Haurgeulis (Kabupaten Indramayu) dan penyusunan kajian cadangan pangan

Pokjanas TPID menckankan pada aspek penguatan keiembagaan guna
meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga di daerah.
Dalam kaitan ini, beberapa program yang dilaksanakan oleh pokjanas TPID untuk
memperkuat aspek kelembagaan ialah penysuunan buku pedoman baku

pelaksanaan TPID, pengukuran kinerja pengelolaan inflasid acrah, memfasilitasi
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pembentukkan TPIAD banu, penyelenggaraan rakor pusat-dacrah dan rakorwil
TPID, serta peningkatan kompetensi anggota TPID.

Semakin luasnya partisipasi daerah untuk turut menjaga stabilisasi harga
periu didukung adanya suatu pedoman yang dapat menjadi acuan baku di dalam
pelaksanaan koordinasi stabilisasi harga di daerah. Dalam kaitan ini, Pokjanas
TPID memprioritaskan pada penguatan aspek kelembagaan melalui penyusunan
dasar hukum bagi pelaksanaan TPID

Ke depan, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan rapat
koordinasi pengendalian inflasi daerah, Pokjanas TPID menyepakati perlu adanya
suatu pedoman baku penyelenggaraan forum koordinasi. Pedoman tersebut akan
menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan bersama anggota pokjanas TPID
dalam menyelenggarakan rakor pengendalian inflasi daerah. Adapun hal-hal yang
diatur dalam pedoman tersebut antara lain meliputi penentuan tema, tujuan
kegiatan, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, peserta rapat yang akan
diundang dan sumber pembiayaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan
penyelenggaraan rakor pengendalian inflasi dapat lebih efektif dan efisien serta
lebih terarah.

b. Kesadaran Diri

TPID diharapkan menjadi katalisator yang dapat mempercepat
implementasi program pemerintah dan memperkuat sinergi berbagai program
pembangunan di daerah. Keberadaan TPID diarahkan untuk turut berperan aktif
di dalam pengembangan ekonomi daerah pada konteks yang lebih luas. Dalam
kerangka otonomi daerah, TPID mengedepankan kapasitas dan karakteristik dan
masing-masing daerah sebagai bagian penting upaya stabilitasi harga. Dengan

kaiatan ini, TPID diarahkan untuk turut mendorong pembangunan ekonomi
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antara lain melalui pengembangan sektor utama dan produk unggulan daerah.
Untuk mencapai hal tersebut, upaya memperkuat sinergi berbagai program
pembangunan di daerah dan forum yang telah ada seperti Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah (FPED) akan terus dilakukan. Strategi pengembangan produk
unggulan daerah difokuskan kepada pemanafaatan dan optimalisasi sumber daya
dan kompetensi iokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk
mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran serta menciptakan pembangunan
berkelanjutan di berbagai daerah.

Langkah TPID untuk turut mendorong pengembangan produk unggulan
daerah memiliki nilai strategis karena akan mendorong kemandirian daerah.
Upaya mendorong pengembangan produk unggulan daerah bertujuan untuk
menumbuh kembangkan potensi sumber daya yang dimiliki, memperluas
kesempatan kerja dan sekalipus menjadikan sumber pendapatan daerah secara
berkelanjutan. Dalam kaitan ini, sejumlah TPID dalam beberapa waktu terakhir
telah mendorong pengembangan komoditas pangan khas daerah seperti
pengembangan komoditi rumput laut di kawasan timur Indonesia, komoditi cabai
jawa dan sumatera, komiditi bawang merah di Palangkaraya, dan lain sebagainya.
Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan daya saing ekonomi
daerah dan secara bertahap meningkatkan taraf hidup masyarakat secara
berkelanjutan.

Keberadaan TPID menjadi komitmen bersama Bank Indonesia dan
Pemerintah untuk mendorong peningkatan efektivitas peran TPID dalam menjaga
stabilitas harga di daerah. Program TPID menckankan pada aspck penguatan
kelembagaan TPID dan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai pada Rapat

koordinasi TPID. Prioritas TPID pada penguatan aspek kelembagaan dilandasi
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pertimbangan periunya mendorong peningkatan efektivitas peran TPID dalam
menjaga stabilitas harga di daerah. Dalam kaitan ini, TPID masih memandang
perlunya payung hukum untuk mendukung konsistensi peran TPID dan sckaligus
memberikan mekamsme koordinasi yang lebih baik. Hal ini menjadi sangat
peting mempertimbangkan semakin luasnya dukungan pemenntah daerah untuk
turut aktif menjaga stabilitas harga sebagaimana tercermin dari jumlah TPID yang
telah terbentuk.

Peran TPID Kalimantan Utara adalah sebagai katahisator bagi upaya
penyelesaian permasalahan struktural apgar dapat lebih menmjamin terjaganya
stabilitas harga di daerah. Permasalahan terkait tingginya ketergantungan
produksi pangan terhadap faktor musim, keterbatasan akses informasi harga dan
pasongan pangan, serta belum memadainya infrastur logistic menyebabkan
besarnya disparitas harga antar dacrah. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan
harga pangan rentan mengalami gejolak. Keberadaan TPID sebagai forum
koordinasi lintas sektor yang ada di daerah diharapkan mampu merumuskan
solusi yang komprehensif bagi upaya mengatasi persoalan structural yang ada.

Rapat koordinasi TPID yang dibuka secara langsung oleh Gubemur
Kalimantan Utara menyimpulkan tiga sasaran prioritas program sebagai langkah
awal dalam penyelesaian kendala structural di daerah. Ketiga program tersebut
ialah penguatan cadangan pangan daerah melalui percepatan penerapan Sistem
Resi Gudang (SRG), memperluas akses informasi harga bagi masyarakat, dan
meningkatkan kesepahaman bersama terhadap pentingnya kerjasama dacrah
dalam stabilisasi harga.

Semakin luasnya keberadaan TPID Kalimantan Utara disertai

intensifnya upaya untuk menjaga stabilitas harga berperan penting pada
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tercapainya sasaran inflasi nasional. Secara umum, berbagai langkah kebijakan
dacrah dalam upaya stabilisasi harga, terutama harga pangan, mendukung
terkendalinya inflasi nasional. Beberapa inisiatif kebijakan diarahkan pada upaya
pengamanan pasokan melalui kelancaran distribusi, stabilisasi harga di tingkat
produsen dan konsumen serta mmperkuat efektivitas komunikasi kepada
masyarakat antara lain melalui iklan layanan masyarakat serta penerbitan siaran
pers. Di samping itu, beberapa daerah mendorong dilakukannya kampanye
diversifikasi pangan sebagai bagian penting untuk stabilitasasi harga pangan.

Ke depan, TPID Provinsi Kalimantan Utara akan mendorong penguatan
peran daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko pengendalian
inflasi di daerah dan menyeclaraskan pandangan daerah terhadap dinamika
makroekonomi untuk mendukung pcxgcapaian tujuan pembangunan daerah.
Untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan structural terkait
pengendalian inflasi, perlu diawali adanya kesatuan pandangan antara daerah dan
pusat dalam menermati dinamika ekonomi yang dihadapi dan arah kebijakan
yang periu ditempuh. Dalam kaitan ini, program akan menekankan pada
pentingnya keselarasan arah besaran sasaran makrockonomi dacrah yang tertuang
di dalam rencana kerja pemerintah dacrah dengan besaran makrockonomi yang
menjadi landasan arah kebijakan pemerintah pusat.

TPID memang perlu disempumakannya business process penetapan
asumsi makro ekonomi dalam perencanaan anggaran di daerah sebagai langkah
awal yang penting untuk menyeleraskan perencanaan nasional dengan

perencanaan dan penganggaran di daerah.
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¢. Kualitas Kebijakan

Menurut Tjiptono (2004:89), ada beberapa faktor dominan yang perlu
diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan salah satu strategi
peningkatan kualitas pelayanan adalah mengelola bukti kualiatas jasa. Mengelola
bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan
sesudah jasa diberikan. Oleh karena itu, jasa merupakan kinerja dan tidak dapat
dirasakan seperti barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta
(fangiable) yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut pandang
perusahaan jasa, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang dipandang pelanggan
sebagai indikator seperti apa jasa yang akan diberikan (preservice expextation)
dan seperti apa jasa yang telah diterima (postservice expectation).

Kualitas kebijakan yang disusun TPID Kalimantan Utara pada dasamya
masih kurang tepat, selama ini untuk menurunkan inflasi berfokus pada operasi
pasar. Operasi pasar ini memiliki peran yang tidak signifikan dalam pengendalian
inflasi, cenderung hanya menghabiskan anggaran saja. Oleh karena itu,
berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan beberapa strategi dan
upaya pengendalian inflasi di daerah. Pertama, mendorong dana dekonsentrasi
untuk didesentralisasikan atau menjadi dana DAK. Kedua, mempercepat proses
perizinan, antara lain dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah terkait
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perijinan Terpadu di Kalimantan Utara. Kefiga, mendorong
keterlibatan aktif swasta dalam pembangunan infrastruktur. Keempat,
meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah. Kelima mendorong Pemda

dalam meningkatkan tata laksana, kualitas dan percepatan pelayanan perizinan
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dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan
berusaha atau Ease of Doing Business.

Strategi dan upaya pengendalian inflasi keenam, mendorong percepatan
dana transfer pusat Ke dacrah. Strategi ketujuh, mendorong percepatan realisasi
APBD. Kedelapan, mencabut atau membatalkan Perda yang menghambat
investasi. Kesembilan, melakukan Pembinan dan Pengawasan terhadap Badan

Ussha Milik Daerah (BUMD).

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada
keepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggnngjawab dan untuk apa
organisasi (pckerja individu) bertanggung jawab? Akuntabilitas adalah
kewajiban pihak pemegang amanah (agenf) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep
filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi
pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik
pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka
pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi,

pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam
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sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daersh, para
manajer publik dibarapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran
ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan
standar akumtabilitas yang scsuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh
karena ifu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sckedar sekedar proses
formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih
tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan
standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan
untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban
amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti juas ini menyadarkan kita
bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang
lebib tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab
kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media masa, dan
banyak stakeholders 1ain. Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di
samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan
legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk
akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas
vertikal dan (2) akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.

Koordinasi kebijakan meliputi konsistensi kebijakan moneter dan fiskal
dalam menjaga stabilitas inflasi serta penguatan koordinasi antara Bl dan
pemerintah pusat-daerah dalam meminimalkan risiko kenaikan inflasi dari

komoditas pangan dan komoditas strategis yang diatur oleh pemerintab.
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Sesual dengan prinsip dasar pengukuran kinerja TPID yaitu sederhana,
transparan, objektif, pelaksanaan proses pengukuran kinerja TPID dilakukan
dengan metode self assessment. Pengukuran kinerja mencerminkan dua aspek
utama yaitu proses dan keluaran (output). Pokjanas TPID menyepakati bahwa
aspek proses sebagai cermin dari komitmen dacrah dalam upaya pengelolaan
inflasi memperoleh penckanan dalam pengukuran kinerja secara keseluruhan.
Pada aspek proses ini, tiga hal pokok yang diukur terkait dengan intensitas
kegiatan TPID, koordinasi kebijakan yang dilakukan melalui TPID, dan juga
pengelolaan ekspektasi masyarakat. Sementara itv, untuk aspek keluaran terdapat
dua komponen utama yang diukur yakni terkait dengan besaran realisasi inflasi
dan volatilitas inflasi di daerah tersebut.

Dalam menjaga obyektivitas hasil pengukuran kinerja TPID, TPID juga
melibatkan tim penilai eksternal (external reviewers) yang independen dan
kompeten. Penilaian oleh pihak eksternal terutama untuk menilai kualitas dar
kepiatan utama yang dilakukan di daerah dalam rangka stabilisasi harga.

Pengukuran kinerja pengelolaan inflasi dacrah ini akan dilakukan secara
berkala. Penyempurnaan mekanisme penilaian akan terus dilakukan, antara lain
dengan meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dan akademisi dalam
proses penilaian kineja pengelolaan inflasi daerah. Selain itu, untuk
meningkatkan obyektivitas pengukuran kinena inflasi daerah, pokjanas TPID
akan menyusun standar baku pengukuran kinerja pengelolaan inflasi. Ke depan,
aspek penilaian akan difokuskan pada inovasi kebijakan daerah serta kontinuitas
kebijakan dalam rangke mewujudkan stabilitas harga di daerahnya masing-

masing
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Pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah dimaksudkan untuk
mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan
oleh TPID baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melalui
diskusi yang mendalam dengan  berbagai  pihak  (akademisi,
kementerianlembaga), dan pemerintah daerah), TPID merumuskan mekanisme
pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah. Pengukuran Kinerja TPID
difokuskan pada berbagai aspek koordinasi stabilisasi harga yang dilakukan
pemerintah dacrah, khususnya melalui TPID, dalam upaya menjaga stabilitas

harga di dacrahnya masing-masing sepanjang tahun.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan
adalah sebagai benkut :
1. Proses
a. Responsivitas
Dan hasil peneliian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dani responsibilitasnya adalah TPID telah mampu
memberikan rekomendasi solusi yang dihasilkan dan memeriukan penanganan
langsung dari Pemerintah Pusat dikomunikasikan oleh Pokjanas TPID kepada
kementerian/lembaga terkait.
b. Pemrosesan Informast
Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dari pemrosesan informasi, TPID Provinsi Kalimantan
Utara dalam proses pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Utara telah
memproses informasi mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan
Utara pada umumnya, dan setiap Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi
Kalimantan Utara pada khususnya dengan baik. TPID Provinsi Kalimantan Utara
telah memiliki dukungan data yang banyak, lengkap, dan valid baik dari BPS

Kalimantan Timur maupun Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara.

¢. Komunikasi
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Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dari komunikasi, TPID Provinsi Kalimantan Utara
dalam proses pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki
tingkat komunikasi yang rendah dimana komunikasi hanya dilakukan melalui
rapat koordinasi dan dilaksanakan pada saat terjadi masalah inflasi yang sudah

meninggi saja.

2. Keluaran TPID Provinsi Kalimantan Utara
a. Analisis Kritis
Dari hasil penclitian di atas diketahut bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dar analisis kritisnya, TPID Provinsi Kalimantan Utara
dalam menyusun scbuah kebijakan pengendalian inflasi belum berdasarkan
analisis secara kritis terhadap permasalahan-permasalahan inflasi yang terdapat
di Provinsi Kalimantan Utara. Langkah-langkah yang ditetapkan masih sebatas
formalitas dan seremonial seperti melakukan rapat koordinast saja.
b. Kesadaran Din
Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dan kesadaran diri, TPID Provinsi Kalimantan Utara
dalam menyusun sebuah kebijakan pengendalian inflasi belum mermiliki
kesadaran diri yang tinggi. Hal ini menyebabkan kebijakan yang telah dibuat pun
menjadi belum tepat sasaran dan berkualitas.
¢. Kualitas Kebijakan
Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dan kualitas kebijakannya adalah kebijakan yang telah

ditetapkan Provinsi Kalimantan Utara masih standar atau biasa saja atau sama
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dengan daerah lain. Belum ada inovasi dalam menyusun kebijakan sehingga
permasalahan utama dalam mengurangi tingkat inflasi yang tinggi di Kalimantan

Utara belum dapat diatasi dengan optimal.

. Akuntabilitas

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi
Kalimantan Utara dilihat dari akuntabilitas adalah kebijakan yang telah
ditetapkan TPID Provinsi Kalimantan Utara dapat dipertanggungjawabkan vaik
dari sisi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan hingga
berbagai macam hal negatif yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang telah

ditetapkan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan vang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1

Dari sisi proses pembentukkan TPID Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah perlu mengoptimalkan komitmen TPID Provinsi Kalimantan
Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara.
TPID Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi inisiator koordinasi dan sinergitas
dalam pengendalian inflasi di daerah bagi semua stakeholder yang terlibat dan
berkontribusi dalam menstabiikan inflasi harga demi jangkauvan daya beli
masyarakat yang luas untuk kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi keluaran

TPID Provinsi Kalimantan Utara perlu memikirkan keluaran berupa
kebijakan pengendalian barga lainnya, seperti cara pencegahan kenaikan harga,

koordinasi dengan badan pelayanan kesehatan, koordinasi dengan dinas pertanian,
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koordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan dan pihak terkait lainnya
yang berkaitan dengan 7 kelompok komoditi penyumbang IHK agar tingkat inflasi
dan persistensi rendah dan mendorong stabilitas inflasi di Kalimantan Utara.
Misalnya dengan mencetuskan penanaman cabai, bawang, sayur dan buah pada
lahan yang ada dirumah sehingga rumah tangga bisa memenuhi kebutuhan
beberapa komoditas diatas, karena komoditas diatas merupakan salah satn

komoditas yang turut menyumbangkan bobot inflasi yang besar.
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LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Pj. Sekda Provinsi Kalimantan Utara

Wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian Sekretriat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara

Wawancara dengan Kabid Pertanian mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Kalimantan Utara

Wawancara dengan Kabid Perindagkop mewakili Kepala Dinas Perindagkop dan UKM

Provinsi Kalimantan Utara
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum TPID

1. Apa tujuan dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara?
Jawaban :

2. Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara?
Jawaban :

3. Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka
mengendalikan inflasi daerah?
Jawaban :

4. Bagaimanakah peran setiap instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi Kalimantan
Utara dalam mengendalikan inflasi daerah?
Jawaban:

5. Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan
TPID Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara?
Jawaban :

6. Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap
pengendalian inflasi daerah?

B. Produktivitas

1. Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh TPID dalam rangka mengendalikan
inflasi daerah?
Jawaban :

2. Apakah selama ini kebijakan yang diambil produktif untuk mengendalikan inflasi

daerah?

Jawaban :
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Kualitas Layanan,

Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pengendalian
inflasi daerah?

Jawaban :

Bagaimanakah kualitas kinerja instansi-instansi/SKPD terkait dalam upaya
pengendalian inflasi dacrah selama ini?

Jawaban :

Apa kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pengendalian
inflasi daerah?

Jawaban :

Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?

Jawaban :

Responsivitas

7.

Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di lapangan
9

Jawaban :

Bagaimanakah cara TPID menyusun agenda kerja pengendalian inflasi 7

Jawaban :

Bagaimanakah cara TPID mengembangkan program-program kerja sesuai dengan
permasalahan?

Jawaban :

Responsibilitas

10.

11.

Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan inflasi daerah yang meninggi?

Jawaban :

Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota TPID Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban :
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12. Bagaimanakah kepatuhan TPID Provnsi Kalimantan Utara terhadap peraturan yang
berlaku.?

Jawaban :

F. Akuntabilitas
13. Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait 7

Jawaban :

14. Bagaimanakah TPID melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan?

Jawaban ;
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No. | Inisial Informan

Pertanyaan

Jawaban

1. Us

Apa tujuan dibentuknya TPID bagi Provinsi
Kalimantan Utara

TPID dibentuk untuk memutuskan kebijakan yang akan
ditempuh terkait pengendalian juga pemantauan,
mengevaluasi atas efektivitas kebijakan serta rekomendasi
kebijakan sebagai upaya keterjangkauan barang dan jasa

Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi
Kalimantan Utara

Pengendalian inflasi daerah dan rekomendasi, saran dan
pertimbangan yang mendukung sasaran inflasi kepada
pemerintah pusat dan Bl

Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID
Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka
mengendalikan inflasi dacrah

Rakor pengendalian inflasi daerah
Membuat kebijakan berupa regulasi serta
Mengeluarkan rekomendasi kepada sektor-sektor terkait

Bagaimanakah peran setiap
instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi
Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi
daerah?

Menjalankan rekomendasi dan menyusun langkah-langkah
pengendalian inflasi dan sesuai tupoksi

Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki | Ya
koordinasi secara intens dengan TPID

kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan

utara?

Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Cukup besar

Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi
daerah?

Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh
TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?

Dalam proses pembuatan regulasi tentang HET

Apakah selama ini kebijakan yang diambil Saya rasa ya
produktif untuk mengendalikan inflasi daerah

Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan | Cukup baik
Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah?

Bagaimanakah kualitas kinerja instansi- Cukup

instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian
inflasi daerah selama ini?
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Apa kendala TPID Provinsi Kalmantan Utara
dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah

Ada beberapa komoditi yang supply tergantung luar daerah
yang menyebabkan inflasi tinggi

Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?

Antisipasi dengan memenuhi stok supply bekerja sama
dengan dinas teknis terkait

Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap
permasalahan yang ada di lapangan

Ada beberapa tahapan penyelesaian permasalahan di
antaranya melakukan koordinasi secara intensif dengan
dinas/OPD yang menangani komoditi terindikasi inflasi

Bagaimana cara TPID menyusun agenda kerja
pengendalian inflasi

Terjadwal dengan baik

Bagaimana cara TPID mengembangkan program-
program kerja sesuai dengan permasalahan

Melakukan intensitas pedalaman permasalahan dan
menindaklanjuti sesuai kebutuhan

Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan
inflasi daerah yang meninggi?

Mengadakan rakor pengendalian inflasi dengan melakukan
stakeholder dan mencar pemecahan masalah

Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota Bagus

TPID Provinsi Kalimantan Utara

Bagaimanakah kepatuhan TPID Provinsi Bagus
Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku

Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan Cukup baik
masyarakat dan instansi terkait?

Bagaimanakah TPID melakukan sosialisasi Belum maksimal

terhadap kebijakan yang telah dilakukan?

Apa tyuan dibentuknya TPID bagi Provinsi
Kalimantan Utara

Untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil di Provinst
Kalimantan Utara

Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi
Kalimantan Utara

Sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat
bagi peningkatan kesejahteraan

Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID
Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka
mengendalikan inflasi daerah

Mealkukan rapat koordinasi pada tingkat provinsi dengan
mengundang kabupaten/kota

Bagaimanakah peran setiap
instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi

Instansi/SKPD sesuai dengan fungsinya masing-masing,
Inflasi inti ada peda perwakilan Bl. Volatile food ada pada
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Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi
daerah?

disperindagkop dan pertanian. Administered price ada pada
SKPD terkait

Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki
koordinasi secara intens dengan TPID
kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan
utara?

Iya, yaitu melalui rapat koordinasi tingkat provinsi dan
monitoring yang dilakukan TPID provinsi ke kabupaten/kota

Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi
Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi
daerah?

Secara kuantitatif belum ada pengukuran. Namun secara
kualitatif tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan
Utara sudah ditindaklanjuti oleh Tim TPID Provinsi

Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh
TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?

Membentuk tim pengendalian inflasi daerah dengan ketua
pak gubernur

Apakah selama ini kebijakan yang diambil
produktif untuk mengendalikan inflasi daerah

Ya, dengan menindaklanjuti ketiga terjadi inflasis yang tidak
wajar

Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan
Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah?

Baik, dengan memberikan/mengeluarkan rekomendasi
kebijakan terhadap inflasi yang terjadi dalam rapat-rapat
TPID mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk
kegiatan-kegiatan di lapangan

Bagaimanakah kualitas kinerja instansi-
instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian
inflasi daerah selama ini?

Baik, dengan selalu menindaklanjuti tefjadinya inflasi pada
ketiga sektor yang menjadi tanggung jawabnya

Apa kendala TPID Provinsi Kalmantan Utara
dalam melaksanakan pengendalian inflasi daecrah

Para spekulan selalu memanfaatkan momen-moen tertentu
seperti perayaan hart raya keagamaan untuk menaikkan harga
secara tidak wajar

Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?

Membuat sebuah sistem informasi yang menampilkan setiap
haga kelompok barang/jasa penyebab inflasi secara realtime

Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap
permasalahan yang ada di lapangan

Dengan menerima laporan dari masyarakat maupun
melakukan monitoring ke lapangan

Bagaimana cara TPID menyusun agenda kerja
pengendalian inflasi

Agenda laju rendah ditentukan dalam peraturan produk
undangan dengan koordinasi dengan TPI pusat dan TPID
kabupaten/kota secara berkala
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Bagaimana cara TPID mengembangkan program-
program kerja sesuai dengan permasalahan

Rapat tim TPID yang dipimpin oleh Gubernur dan Sekretans
Derah ditindaklanjuti dengan tim tekmis, yaitu dari pangan
dan tim transportasi

Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan
inflasi daerah yang meninggi?

Terhadap kebijakan harga yang dibuat pemerintah dengan
menyatukan serah pinjaman kembali kepada kementerian
terkait untuk ditinjau kembali harga yang ditetapkan,s
ehingga harga tidak memberatkan masyarakat.

Terhadap harga pangan serta jasa diarahkan dilakukan operasi
pasar

Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota
TPID Provinsi Kalimantan Utara

Baik, sesuai dengan tugas dan wewenang serta kapasitas dan
kapabilitas dari masing-masing anggota TPID

Bagaimanakah kepatuhan TPID Provinsi
Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku

TPID provinsi kaltara selalu berserat pada koridor yang telah
dilakukan oleh peraturan perundang-undangan

Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan
masyarakat dan instansi terkait?

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjaga daya beli
masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi
pelaku ekoomi

Bagaimanakah TPID melakukan sosialisast
terhadap kebijakan yang telah dilakukan?

Melalui variabel di biro ekonomi.kaltaraprov.go.id dan
langsung kepada masyarakat terkait kebijakan baru terkait
invlasi

Apa tujuan dibentuknya TPID bagi Provinsi
Kalimantan Utara

Tujuan dibentuknya TPID adalah untuk melakukan
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi
dalam upaya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan
pemerintah

Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi
Kalimantan Utara

Manfaat dibetnuknya TPID adalah terjaganya laju inflasi
yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuban
ekonomi yang berkesinambungan yang pada ekhirnya
membumikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat

Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID
Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka
mengendalikan inflasi daerah

Yang dilakukan oleh TPID :

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi
perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting
serta jasa
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b. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat
provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian
inflasi nasional

¢. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistic

d. Melakukan koordinasi dengan TPID pusat dan TPID
Kabupaten/kota

¢. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka
penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian
inflasi

Bagaimanakah peran setiap
instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi
Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi
daerah?

Peran setiap instansi dalam pengendalian inflasi adalah
sebagai kepanjangan tangan dari TPID pusat untuk meakukan
upaya dan langkah-langkah teknis dalam upaya pengendalian
inflasi sesuai dengan kewenangannyaa

Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki
koordinasi secara intens dengan TPID
kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan
utara?

TPID memiliki koordinasi secara intens dengan TPID
kabupaten/kota melalui rapat koordinasi tingkat provinsi,
monitoring ke TPID kabupaten/kota dan sarana informasi
melalui group whatsapp

Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi
Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi
daerah?

TPID memiliki kontribusi yang besar dalam pengendalian
inflasi di daerah utamanya terhadap inflasi yang disebabkan
oleh volatile food (komponen barang bergejolak)

Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh
TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?

Kebijakan yang telah disusun TPID dalam rangka
mengendalikan inflasi di daerah berupa roadmap
pengendalian inflasi daerah

Apakah selama ini kebijakan yang diambil
produktif untuk mengendalikan inflasi daerah

Sangat produktif karena di dalamnya mencakup solusi
permasalahan jangka pendek dan jangka menenggah

Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan
Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah?

Sangat baik karena terbukti mampu mengendalikan inflasi
sesuai target inflasi nasional

Bagaimanakah kualites kinerja instansi-
instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian
inflasi daerah selama ini?

Kinerja SKPD beum memuaskan karena program dan
kegiatan yang telah disusun belum sinkron dengan roadmap
pengendalian inflasi daerah
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Apa kendala TPID Provinsi Kalmantan Utara
dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah

Kendala TPID dalam melaksanakan pengendalian inflasi
adalah kurangnya program dan kegiatan yang menyangkut
pengendalian inflasi serta evaluasinya di SKPD teknis

Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?

Solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara
TPID dengan SKPD teknis dalam hal kebijakan teknis
pengendalian inflasi

Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap
permasalahan yang ada di lapangan

Cara TPID mengindentifikasi permasalahan di lapangan
melalui analisis terhadap

a. pemantauan berita statistic inflasi BPS

b. Pemantauan / monitoring harga di beberapa pasar

Bagaimana cara TPID menyusun agenda kerja
pengendalian inflasi

Agenda kerja TPID dissun mengacu pada roadmap
pengendalian inflasi daerah

Bagaimana cara TPID mengembangkan program-
program kerja sesuai dengan permasalahan

Caranya adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi dan
FGD untuk menemukan solusi sesuai dengan permasalahan

yang dihadapi
Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan | a. melalui peningkatan koordinasi
inflasi daerah yang meninggi? b. Operasi pasar :

c. pasar murah

d. Memastikan kecukupan stok
¢. Kerjasama antar daerah
f. Peningkatan produktivitas komoditas

Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota
TPID Provinsi Kalimantan Utara

Sangat loyal sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya
masings-masing anggota

Bagaimanakah kepatuhan TPID Provinsi
Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku

TPID sangat patuh terhadap aturan yang berlaku

Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan
masyarakat dan instansi terkait?

Melalui pemanfaatan website kaltara dan media masa

Bagaimanakah TPID melakukan sosialisasi
terhadap kebijakan yang telah dilakukan?

Melalui rapat koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota
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